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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam kebajikan.

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh institusi tercinta kita, Direktorat Jenderal
Pajak, yaitu mengamankan pendapatan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri

bangsa.

KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak
berperan dalam mengamankan pendapatan negara dengan mendukung penuh seluruh
kebijakan di bidang perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran ini

juga turut serta mendukung ultimate goal DJP tahun 2024.

Pada tahun 2024, kinerja penerimaan perpajakan pada KPP Madya Dua Jakarta Selatan
Il mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian penerimaan pada tahun 2023 yang
berhasil mencapai realisasi penerimaan hingga 102,34%. Meskipun mengalami penurunan,
pencapaian kinerja penerimaan KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il pada tahun 2024 tetap
berhasil melampaui target penerimaan pajak sebagaimana yang telah diamanahkan. Dengan
target sebesar Rp17,45 triliun, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il berhasil mencapai realisasi

sebesar Rp17,48 atau 100,19% dari target.

KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il berkomitmen untuk mengatasi segala tantangan,
sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan instansi dan
masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal dan
diiringi dengan tekad yang kuat, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il senantiasa berupaya untuk

mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan sehingga KPP Madya Dua Jakarta
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Selatan Il mampu berperan dalam menyukseskan seluruh kebijakan yang dirumuskan oleh DJP
dan mendukung DJP dalam menyediakan pendanaan bagi pemerintah untuk menjaga

momentum pemulihan ekonomi serta mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,

Muhammad Faiz
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan

diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai
wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance.
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il merupakan salah satu Unit Eselon Ill di Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) di dalam naungan Kementerian Keuangan. Sebagai bagian dari DJP, KPP
Madya Dua Jakarta Selatan Il berperan sebagai penghimpun penerimaan pajak di mana
penerimaan pajak menjadi penyokong utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il dalam menjalankan tugas berdasarkan
sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi senantiasa menjunjung
akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk nyata instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan atas program dan kegiatan yang

telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dan fungsi menuju terwujudnya good
governance, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il menerbitkan Laporan Kinerja (LAKIN) tiap
tahunnya. LAKIN sendiri merupakan instrumen penilai kinerja secara kuantitatif yang
menjelaskan secara komprehensif mengenai capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan serta perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai Kantor Pelayanan Pajak Madya. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra

Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui
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Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan

Berkeadilan”, dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi,
edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang
adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan

bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

DJP menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional
berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian
yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan
dalam Kontrak Kinerja (KK). Sebagai bagian dari DJP, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I

menggunakan kerangka yang sama sebagai dasar pengukuran kinerja.

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Madya Dua Jakarta Selatan |l

tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Kode Sasaran Strategis/ . .| Indeks
. .. Target | Realisasi .
SS/IKU Indikator Kinerja Utama Capaian
Stakeholder Perspective (30%) 97,59
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 97,59
01a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% | 100,19% | 100,19
01b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 100 94,03 94,03
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective (20%) 104,96
2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 108,05

02a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan | 100% | 100,10% | 100,1
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

02b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan 100% | 120,71% 120
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
dan Orang Pribadi

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 101,41

03a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100% | 101,41% | 101,41
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
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Internal Process Perspective (25%) 113,23
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 112,61
04a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 74% 88,80% 120
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
04b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 100% | 105,21% | 105,21
Penyuluhan
5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 120
05a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP 90% 118,77% 120
Strategis
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 119,35
06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100% | 120,00% 120
atas data dan/atau keterangan WP Strategis
06b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100% | 119,88% | 119,88
06¢c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 100% | 118,18% | 118,18
Pajak KPP tepat waktu
7 Penegakan hukum yang efektif 112,69
07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% | 120,00% 120
07b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75% 108,63% 120
07c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 100% | 100,00% 100
Permulaan
8 Data dan informasi yang berkualitas 101,5
08a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan 100% | 101,50% | 101,5
Produksi Alat Keterangan
Learning and Growth Perspective (25%) 116,42
9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 112,84
09a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 100 117,36 117,36
Kegiatan Kebintalan SDM
09b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 85 94,96 111,72
09¢c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja 90 98,5 109,44
dan manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 120
10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 120 120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 107,69

Sumber: Aplikasi Mandor diakses 16 Januari 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon Il

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan,
edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran
suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan
Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP berpedoman pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan Kinerja yang disampaikan melalui LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il menjadi
salah satu bahan penyusunan LAKIN Kanwil DJP Jakarta Selatan Il yang harus harus

disampaikan kepada Kanwil DJP Jakarta Selatan Il paling lambat tanggal 24 Januari 2025.

Selain memperhatikan ketentuan diatas, penyusunan LAKIN turut memperhatikan
Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis Direktorat

Laporan Kinerja 2024 .
KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ‘ dJ p



Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023,

serta Rencana Kerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024.

B. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi
KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
2. Tugas
KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,
pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
e analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
e edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
e pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat;
e pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
e penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;
e pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
e penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;
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e pemutakhiran basis data perpajakan;

e pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

e pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

e penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

e pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

e pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

e pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya
Dua Jakarta Selatan Il terdiri atas:

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Pelayanan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

Seksi Pengawasan I;

Seksi Pengawasan ll;

Seksi Pengawasan ll;

SeksiPengawasan |V;

W ©® N o vk~ W N PRE

Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan

11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari jabatan dan seksi yang ada di KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il adalah

sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja,

melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan
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manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan
dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran,
dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian,
pengumpulan, pengolahan, penyalian data dan informasi perpajakan, perekaman
dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan,
penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas
distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data,
dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan
monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan
produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyal tugas melakukan analisis, penjabaran, dan
pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan
memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui
pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan
proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya
dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan
penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan
pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk
layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan
analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target
penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan
penilaian properti, bisnis, dan asettak berwujud, pelaksanaan tindakan
penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan
penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan

penagihan.
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5. Seksi Pengawasan |, Seksi Pengawasan ll, Seksi Pengawasan lll, Seksi Pengawasan

IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam

rangka

memastikan

Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui

perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan

pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan

penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis,

pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian

mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling

kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan

pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan

produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya
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Jumlah pegawai di KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il per tanggal 31 Desember 2024

adalah sebanyak 113 pegawai dengan susunan sebagai berikut:

1 Kepala Kantor

e 1 Kepala Subbagian

e 9 Kepala Seksi

e 37 Account Representative

e 28 Fungsional Pemeriksa
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e 1 Fungsional Penilai

e 5 Fungsional Penyuluh
e 1 Bendaharawan

e 1 Sekretaris

e 3 Jurusita

e 26 Pelaksana

Peran Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-
1555/KM.01/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan DJP, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya
untuk melaksanakan tugas dan fungsi DJP kepada Kepala Kantor Wilayah, salah satunya
adalah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, yang memiliki peran strategis dalam hal
pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah kerjanya yang meliputi sebagian wilayah
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kewenangan tersebut didelegasikan lagi
kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di bawahnya, yang salah satunya adalah KPP Madya

Dua Jakarta Selatan Il.

Padatahun 2024, KPP Madya Dua Jakarta Selatan || menerima mandat untuk mencapai
target penerimaan sebesar Rp17.445.767.915.000. Dalam mengemban mandat yang
diberikan tersebut, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il telah menyatukan langkah dalam visi
Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk
Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian
Keuangan: ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian

Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan melalui misi yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardidasi,

edukasi dan pengawasa yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
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3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya oranisasi yang
adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan

bermotivasi.

C. Sistematika Laporan
Sistematika penyajian LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024 adalah sebagai

berikut:
Ringkasan Eksekutif, merupakan Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja
terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta

harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I. Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, penjelasan secara singkat
mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi; peran strategis;

struktur organisasi KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il, serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan penyusunan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab IIl. Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
- target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja
sebagaimana terlampir);
- capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;

- target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP;dan
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- standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian
kinerja DJP secara nasional (jika ada).

3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian
target kinerja;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja);

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam
pencapaian kinerja;

8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat;

9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan
gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;

10. Rencana aksi ke depan.

b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta

realisasi anggaran terkait isu tematik APBN

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan
oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran,
sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi

informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
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Bab IV. Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi, kelemahan, peluang dan kendala/hambatan yang timbul. Perencanaan Strategis KPP
Madya Dua Jakarta Selatan Il mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) induk organisasi
karena KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il merupakan salah satu unit vertiKal Direktorat

Jenderal Pajak.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen
perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian
Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020—-
2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN vyang
berhubungan dengan DJP adalah Agenda Memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu

meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun

2020-2024 yang terkait tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP
mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional

2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core tax administration system)
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DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi

perpajakan yang terintegrasi.

Untuk dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi saat ini maupun antisipasi
terhadap kondisi masa depan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan pedoman yang
jelas sebagai suatu komitmen bersama untuk saat ini dan pengembangan di masa mendatang
berupa pernyataan Visi dan Misi. Sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP
Madya Dua Jakarta Selatan Il turut serta mendukung Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
sehingga memiliki persamaan sikap pandang dan sikap perilaku antara unit vertikal dan unit

induknya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Pajak Sesuai Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara
melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: ‘Menjadi Pengelola
Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkeadilan”.

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardidasi,
edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang
adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan

bermotivasi.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untu melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Madya Dua
Jakarta Selatan Il merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima

amanah dari Direktorat Jenderal Pajak.
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Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu Atas Laporan Kinerja, dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI.
Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja,
RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud
dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul

IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi
dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan
strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai

KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il.

Sasaran strategis (SS) yang harus dicapai KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024

telah ditetapkan dan dikelompokkan antara lain:

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

Edukasi dan pelayanan yang efektif;

1.
2
3
4
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;

7. Penegakan hukum yang efektif;

8. Data dan Informasi yang berkualitas;

9. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
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Berikut peta strategi KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024 yang berpedoman pada

Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja, dan peraturan terkait pengelolaan kinerja.
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Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) yang harus dicapai

oleh KPP Madya Dua Jakarta Selatan 1l ada sebanyak 10 Sasaran Strategis (SS) dan

diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 IKU. SS tersebut saling

berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

$S.1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Persentase realisasi penerimaan pajak Persen (%) 100
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Indeks 100
deviasi proyeksi perencanaan kas
$S.2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Persen (%) 100
Pembayaran Masa (PPM)
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Persen (%) 100
PPh Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi
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$S.3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Persen (%) 100
Kepatuhan Material (PKM)

$S.4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan Persen (%) 74
edukasi dan penyuluhan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Persen (%) 100

$S.5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis Persen (%) 90

$S.6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau | Persen (%) 100
keterangan WP Strategis
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Persen (%) 100
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Persen (%) 100
waktu

SS.7 Penegakan hokum yang efektif
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Persen (%) 100
Tingkat efektivitas penagihan Persen (%) 75
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | Persen (%) 100
$S.8 Data dan informasi yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama Satuan Target

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi | Persen (%) 100
Alat Keterangan
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SS.9 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Indeks 100
Kebintalan SDM
Indeks Penilaian Integritas Unit Indeks 85
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan Indeks 90
manajemen risiko

$S.10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama Satuan Target

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Indeks 100

DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU.

Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui

IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan

melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU

baru dan penghapusan IKU.

Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta

penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

1. Penetapan IKU baru

IKU baru yang ditetapkan dalam rangka mengukur proses bisnis dan resources DJP yang

selama ini belum terakomodasi dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Madya. Adapun rincian IKU baru dalam lingkup KPP Madya adalah sebagai berikut:

e Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas

e Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

Badan dan Orang Pribadi

e Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan

penyuluhan

e Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

e Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
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e Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
WP Strategis
e Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
e Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
e Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
e Tingkat efektivitas penagihan
e Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
e Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
¢ Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
e Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
Beberapa IKU tersebut sama nama dan penjelasannya, namun ada perbedaan di

bobot fotmula atau pembobotan sehingga dianggap sebagai IKU baru tanpa data historis.

2. Penghapusan IKU antara lain:

e Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan

Hasil Refinement Peta Strategi dan IKU tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja Kemenkeu-Three (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan Il) tahun
2024 dan ditandatangani antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan |l
bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Il. Pada PK Kemenkeu-Three DJP tahun
2024 terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan

peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut.

Perbandingan Target IKU Tahun 2023 dan 2024

Kode Sasaran Strategis/ Target | Target
SS/IKU Indikator Kinerja Utama 2023 | 2024
Stakeholder Perspective (30%)

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
01a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 100%

01b-CP Inde.ks. reallsa5|'pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan i 100
deviasi proyeksi perencanaan kas
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Customer Perspective (20%)

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
2a-CP 1009 1009
02a-C Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 00% 00%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT o
02b-CP Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 100%
3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
-CP 1009 1009
03a-C Kepatuhan Material (PKM) 00% 00%
Internal Process Perspective (25%)
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
04a-CP Persen’Fase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan i 70%
edukasi dan penyuluhan
04b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan - 100%
5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
05a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis - 90%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
-CP - 1009
O6a-C dan/atau keterangan WP Strategis 00%
06b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan - 100%
06¢-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP i 100%
tepat waktu
7 Penegakan hukum yang efektif
07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian - 100%
07b-CP | Tingkat efektivitas penagihan - 75%
07c¢c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan - 100%
8 Data dan informasi yang berkualitas
08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi 100% 100%
Alat Keterangan
Learning and Growth Perspective (25%)
9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
09a-N Tlngkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan i 100
Kebintalan SDM
09b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 85 85
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Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan
09c-N . . - 90
manajemen risiko

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran - 100

Sumber: Manual IKU Tahun 2023 dan Manual IKU 2024

Piagam Manajemen Resiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang
pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi
terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan
melibatkan seluruh unit eselon 1V di KPP Madya Dua Jakarta Selatan II. Ringkasan Profil Risiko
KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko KPP
Madya Dua Jakarta Selatan Il Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il Tahun 2024

M atriks Level Dampak
M 1 2 3 4 5
Analisis Tidak Mi Mod R Sianifik Sangat
inor odera 1 1 an
Risiko Signifikan il Signifikan
Hampir
5| Past

Terjadi

Sering
Terjadi

Kadang
Terjadi

Level Kemungkinan
w

Jarang

Terjadi

Hampir
1| Tidak
Terjadi
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Iktisar Risiko Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il Tahun 2024

Level Risiko Jumlah Risiko

4 (tinggi) 0

3 (sedang) 1

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan
dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 5 Juli 2024
dilakukan adendum kedua Piagam Manajemen Risiko dengan usulan dari seluruh seksi yang
terkait. Ringkasan adendum pertama Profil Risiko Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

Peta Risiko Adendum Pertama Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il Tahun 2024

Matriks : 3 Level Dasmpak - -
Analisis Tidak P Modorat Sianifl Sangat
2 inor odera’ igninkan
Risiko Signifikan i Signifikan
Hampir
5| Pasti

Terjadi

Sering
Terjadi

Kadang
Terjadi

Level Kemungkinan
w

Jarang

Terjadi

Hampir
1| Tidak
Terjadi
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Iktisar Risiko Adendum Pertama Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il Tahun 2024

Level Risiko Jumlah Risiko

4 (tinggi)

3 (sedang)
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Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang

Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen

Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluaskinerja, serta pelaporan dan

pemanfaatan. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagmenjadi 3 output yaitu Nilai Kinerja

Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3),

dan Predikat Kinerja Organisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung

data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

RAW DATA

INDEKS CAPAIAN
KU

* arupakan * arupakan * merupakan * merupakan
sekumpulan hasil perbandingan nilai
data mentah perhitungan antara konsolidasi
perhitungan raw data realisasi dan seluruh
atas objek berdasarkan target setiap indeks
yang diukur formula IKL dengan capaian IKL
dalam satuan dalam memperhitun dalam suatu
pengukuran manual IKU. Ekan 55 dengan
Indikator polarisasi IKLU. memperhitu
Kinerja ngkan bobot
Litama (1K), KL,

Sumber: KMK 300/KMK.01/2023
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s merupakan
nilai yang
menunjukkan
konsolidasi
dari seluruh
N5S dalam 1
{satu)
perspektif.

* Nilal Kinerja

Organisasi
menunjukkan
konsolidasi
dari seluruh
nilai perspektif
atau seluruh
realisasi IKU
dalam satu
Peta Strategi
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Perkembangan NKO KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il dari tahun 2021 sampai dengan
2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:
Grafik Perkembangan NKO Tahun 2021-2024

114

111.84

112

110

108

106

Capaian NKO

104
102

100
2021 2022 2023 2024

Tahun

e Capaian NKO  ceccceee Linear (Capaian NKO)

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2021-2024

Secara keseluruhan, NKO tahun 2024 mencapai 107,69 atau meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar 104,27. Selain itu terjadi tren yang meningkat sejak tahun 2021 hingga
tahun 2024.

Pada tahun 2024, dari 19 IKU Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il, terdapat 18 IKU
berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning di bagian Stakeholder Perspective yang

digambarkan pada grafik di bawah.

Stakeholder Perspective
(30%)

Customer Perspective
(20%

Learning & Growth Perspective Internal Process Perspective
(25% 2o
(25%

(25%)
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Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R ‘ Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 22% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi | 25,88% | 49,19% | 49,19% | 72,00% | 72,00% | 100,19% | 100,19%
Capaian | 17,54% | 98,38% | 98,38% | 96,00% | 96,00% | 100,19% | 100,19%

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang
asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan

(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-
undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.
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Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang
didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP
yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP
lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di
KPP baru.
e Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

X 100%
Target penerimaan pajak

e Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)

%Penc. %Penc.
2023 2024

Kelompok Kerja

A |Pajak Penghasilan 9.606 | 8.768 | 8.315| 4,69% -5,17% | 96,90% | 86,56%
B |PPN dan PPnBM 7.799 | 7.804 | 9.156 | 891% | 17,33% | 109,26% | 117,40%
C |PBB dan BPHTB - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

D |Pendapatan PPh DTP - 5 - -75,70% | -100,00% | 0,00% 0,00%

E |Pajak Lainnya a1 10 8| -36,70% | -19,82% | 57,74% | 19,53%

JUMLAH (A+B+C+D+E)| 17.446 | 16.588 | 17.479 | 6,48% 5,37% | 102,33% | 100,19%

Sumber: MPN Info

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar
Rp17.479 miliar dengan capaian sebesar 100,19% dari target Rp17.446 miliar. Realisasi
pada periode ini tumbuh sebesar 5,37%, lebih rendah dibandingkan dengan

pertumbuhan tahun lalu sebesar 6,48%.
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A |Pajak Penghasilan 9.606 8.768 8.315 4,60% -5,17% 06,90% | 86,56%
PPh Non Migas 9.606 8.768 8.315 4,69% -5,18% 096,90% | 86,56%
PPh Pasal 21 2.907 1.992 2,128 | 16,94% 6,79% 84,98% 73,19%
PPh Pasal 22 419 461 394 0,62% -14,52% 105,03% | 94,17%
PPh Pasal 22 Impor 1.030 988 970 | -3,14% -1,77% 95,54% 94,17%
PPh Pasal 23 648 551 610 | 13,31% 10,72% 93,92% 94,17%
PPh Pasal 25/29 OP 338 137 197 2,75% 43,85% 51,69% 58,38%
PPh Pasal 25/29 Badan 3.205 3.798 3.018 | 29,99% -20,54% 107,15% | 94,17%
PPh Pasal 26 A47 316 421 | -7,19% 32,99% 93,51% 94,17%
PPh Final 611 524 575 | -60,02% 9,83% 99,54% 94,17%
PPh Fiskal Luar Negeri - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PPh Mon Migas Lainnya 1 1 1| -41,45% 77,64% 120,54% | 94,17%
PPh MIGAS - 0 0 | -106,69% | 1077,59% 0,00% 0,00%
PPh Minyak Bumi - 0 0 | -200,00% | 1077,59% 0,00% 0,00%
PPh Gas Alam Lainnya - - - -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B |PPN dan PPRBM 7.799 7.804 9.156 8,91% 17,33% 109,26% | 117,40%
PPN Dalam Megeri 4,687 3.920 5.502 | 12,00% 40,36% 128,85% | 117,40%
PPN Impor 2.820 3.397 3.311 5,35% -2,54% 95,32% | 117,40%
PPRBM Dalam Negeri 0 0 0| -33.62% 142,10% 5,42% 117.40%
PPnBM Impor 252 479 343 | 33,37% -28,34% 89,36% | 117.40%
PPN Lainnya 0 0 0 | 503,98% -72,10% 95,20% | 117,40%
PPnBM Lainnya - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PPN DM DTP - 2 - -90,42% | -100,00% 0,00% 0,00%
D (Pendapatan PPh DTP - 5 - -75,70% | -100,00% 0,00% 0,00%
PPh Pasal 21 - 5 - -75,58% | -100,00% | 0,00% 0,00%
PPh Final - 0 - -94,39% | -100,00% | 0,00% 0,00%
E |Pajak Lainnya 41 10 8| -36,70% | -19,82% | 57,74% | 19,53%
Bea Meterai 22 ] 4 -83,57% -17,39% 0,00% 19,53%
Bunga Penagihan PPh 4 - 1 | -100,00% 0,00% 0,00% 19,53%
Bunga Penagihan PPN 16 5 3| 473,82% -36,81% 58,98% 19,53%
JUMLAH (A+B+C+D+E) 17.446 16.588 17.479 6,48% 5.37% 102,33% | 100,19%

Sumber: MPN Info

Mayoritas jenis pajak tercapai pada periode ini. Sebagian besar jenis pajak yang

termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif dengan capaian diatas

100%, dengan kontribusi penerimaan PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp5.502 miliar,

diikuti PPN Impor sebesar Rp3.311 miliar, dan PPnBM Impor sebesar Rp343 miliar. Tiga

besar penopang kinerja PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi

sebesar Rp3.018 miliar, diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp2.128 miliar, dan PPh Pasal 22

Impor sebesar Rp 970 miliar.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase Realisasi 89,27% 115,19% 102,34% 100,19%

Penerimaan Pajak

Sumber: Laporan NKO Tahun 2021-2024

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024
lebih rendah dibandingkan realisasi 2 tahun sebelumnya, namun lebih tinggi
dibandingkan tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan persentase, jumlah
penerimaan meningkat dari Rp 16.587.551.186.974 pada tahun 2023 menjadi Rp
17.478.977.973.104 pada tahun 2024. Tercapainya target penerimaan pajak pada tahun
2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas,
dan implementasi UU HPP penyesuaian tarif pajak, penerapan pajak kripto, pajak fintech-
P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas
dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi
di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya

ketidakpastian yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Tahun Target Tahun Target Tahun | Realisasi

Nama IKU 2024 dalam 2024 dalam 2024 dalam
Renja DJP Renstra DJP Perjanjian

Kinerja

Persentase realisasi penerimaan | 100% 100% 100% 100,19%

pajak

Sumber: Aplikasi Mandor
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Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga
melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024
diantaranya:

a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

c. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU Target Tahun 2024 Standar Nasional Realisasi Tahun

(APBN) 2024

Persentase Realisasi 100% 100% 100,19%

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target
yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami
pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu
dampak dari meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.
Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum
dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran

kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian
kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja,
antara lain:

1) Secara berkala memetakan penerimaan rutin dari PPh Pasal 21, PPh Masa 25 OP

dan Badan, PPN Dalam Negeri, dll.
2) Account Representative secara berkelanjutan berkomunikasi dengan 10 Wajib
Pajak terbesarnya terutama tiap awal bulan untuk memastikan pemenuhan

kewajiban setoran rutin.
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3) Account Representative segera menyelesaikan SP2DK Outstanding di bulan
Oktober — Desember. Wajib Pajak dengan kemampuan membayar yang tinggi dan
didukung analisa dan dokumen yang kuat dari Account Representative, tetapi
Wajib Pajak tidak kooperatif untuk membayar, segera diusulkan untuk
pembahasan kolaboratif dengan penyidik kanwil.

4) Segera menerbitkan LHPt dan SP2DK untuk Daftar Prioritas Pengawasan semester
2 yang belum diterbitkan LHPt.

5) Account Representative untuk segera mengeksekusi Daftar Nominatif STP di
Approweb.

e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas
ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor
utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan
pajak, antara lain:

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya, penyesuaian tarif
PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti
perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat

beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
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1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu
untuk bisa diterapkan secara efektif;
2) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan
oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang
telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan
antara lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan
memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Waijib
Pajak (NPWP)

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan
menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan
yang dilakukan lebih terarah.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada
periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi dalam

rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target seperti:
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1. Sharing session dan FGD bersama narasumber internal DJP yang berfokus pada
metode penggalian potensi pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan
perpajakan

2. Mengadakan kegiatan bedah WP untuk pemahaman kegiatan usaha (proses bisnis)
WP dan strategi penggalian potensi.

e Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social

Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain adalah penerimaan pajak

dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan

untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

e Melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak. 2025

e Mengevaluasi penerimaan per sektor untuk menyasar sektor
dominan yang tumbuh positif.

e Menguatkan fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Ql Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100 100 100 100 100 100 100

Realisasi | 99,46 89,11 89,11 94,26 94,26 94,03 94,03

Capaian 99,46 89,11 89,11 94,26 94,26 94,03 94,03
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e Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
e Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto.
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60
persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.
Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah
maksimal 120%.
Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional
tahun berjalan dikalikan 100 persen .
Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
dikalikan 100 persen.
Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah
realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan
realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.
Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah
realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi
penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.
Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui
Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing,
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan

(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.
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Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan
Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya
unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil
DJP/KPP baru; dan

2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini
Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa
Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).
Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja
Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja
Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru,
adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu
periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib
Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan
tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru
pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di
tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru
terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.
Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit

kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas,
atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan

perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu
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periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib

Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan

tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur

Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada
suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak
awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai
Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak
terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi
dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan
termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan
penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali.

Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok

keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan
pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara

realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu

< 8%.
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Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi

akurasi perencanaan penerimaan kas)
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak brute:
{Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + {Komponen pertumbuhan unit kerja = 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

( (1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan §

- 100%
{1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan | ) * 100%

Komponen pertumbuhan unit kerja =

[ 1+ Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan ) x 1003

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: [ Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan
Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu

- 1) * 100%
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

| Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas |
Dewviasi bulan = X100%

Proyeksi penerimaan kas

N _ Deviasi bulan (m1) + Dewviasi bulan (m2) + Dewviasi bulan (m3)
Deviasi triwulan =

3
Deviasi s.d. triwulan T Deviasi triwulan n (tn)
n (tn) = n
Tabel Konversi R ealisasi persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas
L 3 R ealisa si Persentase deviasi
Range deviasi penerimaan .
akurasi perencanaan
kas .
penerimaan kas
Deviasi= 1,00% 120
1,00% < Deviasi =4,00% 110
4,00% < Dewviasi <8,00% 100
8,00% = Deviasi = 12,00% g0
12,00% = Deviasi < 16,00% g0
Deviasi> 16,00% 70

Realisasi IKU
Komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Pertumbuhan bruto sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat Rp
19.483.541.668.465 atau mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2023
sebesar 0,96% sehingga pertumbuhan unit kerja menjadi 100,96%. Data pertumbuhan
Nasional tercatat 96,13% sehingga realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto

adalah 98,06%.
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TOTAL

10. Oktober

11. November

. September

Sumber: Aplikasi Renpen

1.999.904.380.000
1.629.629.775.000
1.450.408.892.000
1.403.929.994.000
1.283.575.137.000
1.108.116.531.000
1.149.030.591.000
1.209.932.446.000
2.507.118.656.000
1.685.297.294.000
1.053.532.188.000
1.841.547.156.000

18.322.023.040.000

2.047.847.642. 394
1.397.590.632.397 14,24%
1.473.196.618.831
1.350.181.955.999
1.313.520.067.513
1.314.655.886.656
1.232.850.791.833
1.001.016.396.714
1.832.441.312.367

1.468.127.940.685 12,89%
1.157.545.484.929
1.890.003.242.786
17.478.977.973.104

Total prognosa sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp 18.322.023.040.000

dengan realisasi Rp 17.478.977.973.104 dengan rata-rata deviasi Bulan Januari s.d.

Desember 2024 adalah 9,99%. Sehingga realisasi IKU deviasi perencanaan kas adalah

90%. Sehingga realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 94,03.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya
Nama IKU

Realisasi Realisasi

Tahun 2023

Tahun 2024

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 111,91 94,03

dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Sumber: Kertas Kerja Validasi Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 dan 2024
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Realisasi IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

proyeksi perencanaan kas tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 94,03 dari yang

sebelumnya mencapai 111,91.

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024

dengan tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan

berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Mengadakan rapat khusus untuk membahas prognosa penerimaan sehingga
proyeksi penerimaan tiap bulannya dapat lebih presisi agar deviasi tidak terlalu
besar.

b. Account Representative secara berkelanjutan berkomunikasi dengan 10 Wajib
Pajak terbesarnya terutama tiap awal bulan untuk memastikan pemenuhan
kewajiban setoran rutin.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, realisasi capaian IKU capaian Indeks
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
tidak tercapai karena ketidakakuratan dalam penentuan proyeksi perencanaan kas.

Dalam hal ini. Mulai pertengahan tahun 2024 KPP menginisiasi mengadakan rapat

khusus untuk membahas prognosa penerimaan sehingga proyeksi penerimaan tiap

bulannya dapat lebih presisi agar deviasi tidak terlalu besar.
Selain itu terdapat penurunan setoran pajak pada akhir pelaporan SPT Tahunan

Badan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penyesuaian target yang

dilakukan telah memungkinkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) melebihi target

yang telah direvisi.
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e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan
oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

e Menjalin komunikasi lebih intensif dengan Wajib Pajak, khususnya 2025
dengan Wajib Pajak besar untuk memastikan setoran yang dapat
dibayarkan pada bulan yang bersangkutan

e Menguatkan fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak
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Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

(PPM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

100%
Realisasi | 25,72% | 49,53% | 49,53% | 72,64% | 72,64% | 100,10% | 100,10%
Capaian | 116,91% | 99,06% | 99,06% | 96,85% | 96,85% | 100,10% | 100,10%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi 2024
e Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal.

e Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi
Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah
diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur
Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan
Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas

Direktur Jenderal Pajak.
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e Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM
X 100%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

e Realisasi IKU

Realisasi Capaian IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM)
(dalam juta Rupiah)
Ql Q2 Q3 Q4
Target 3.575.245 8.125.557 12.188.336 16.251.115
Realisasi 4.180.576 8.048.876 11.805.173 16.267.491

Sumber: MPN Info

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun
2024 sebesar Rp 16,27 triliun atau 100,1% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp 16,25 triliun. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap penerimaan
pajak total sebesar 93,15% dari Rp17,44 triliun. Realisasi PPM pada tahun 2024
berhasil melampaui target yang diberikan, dan capaian penerimaan pajak dari kegiatan
PPM pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan
IV 2023 sebesar Rp 15,66 triliun. Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan
PPM sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 menggambarkan pemulihan ekonomi dan
menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di Indonesia.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase realisasi 88,85% 114,28% 108,11% 100,10%
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa

(PPM)

Sumber: Dokumen Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 s.d. 2024
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Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan

PPM adalah:

a. Pulihnya ekonomi.

b. Perbaikan harga komoditas.

c. Peningkatan kegiatan pengawasan pembayaran masa di tahun berjalan.

d. Pengawasan pembayaran dan pelaporan SPT Masa/Tahunan dan penerbitan faktur di

tahun pajak berjalan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung terlampauinya

target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM vaitu:

a. Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mendorong seksi pengawasanb melakukan
pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam melakukan
kegiatan PPM dengan menerbitkan STP, penelitian dan pengawasan kenaikan

angsuran, dan tindaklanjut hasil data matching.
b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi.

C. Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu
melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan membaiknya harga
komoditas utama dunia, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan

ekonomi.
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3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Tahun Target Tahun Target Tahun | Realisasi
Nama IKU 2024 dalam 2024 dalam 2024 dalam
Renja DJP Renstra DJP Perjanjian

Kinerja

Persentase realisasi penerimaan | 100% 100% 100% 100,10%
pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM)

Sumber: Dokumen Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga
melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024
diantaranya:
a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

c. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU Target Tahun 2024 Standar Nasional Realisasi Tahun

(APBN) 2024

Persentase realisasi 100% 100% 100,10%
penerimaan pajak
dari kegiatan
Pengawasan
Pembayaran Masa

(PPM)

Sumber: Dokumen Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
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5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Pengawasan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian

(o

Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan, antara lain:

Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif
pajak, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti
perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian

Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan

oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang

digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
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e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk

mengatasi kendala

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat
kendala yang muncul, antara lain tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi

kendala tersebut, antara lain:

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian
penerimaan di sisa tahun 2023;

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir
tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi melalui rapat
pembinaan kepala kantor

c. Melakukan bedah Wajib Pajak untuk mengevaluasi penerimaan untuk formulasi
strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per
jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

d. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per seksi pengawasan dan

melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya
Rencana Aksi ‘ Periode

e Melakukan kunjungan ke wajib pajak utama untuk menggali 2025
potensi pajak dari bisnis WP lainnya.

e Mengawasi WP yang terlambat bayar dan terlambat lapor untuk
diterbitkan STP.

e Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan

e Melakukan dinamisasi angsuran 25 bila memungkinkan.

e Menguatkan fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Laporan Kinerja 2024 .
KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ‘ dJ p



44

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi | 51,78% | 116,01% | 116,01 | 119,06% | 119,06% | 120,71% | 120,71%
Capaian | 86,30% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis

berjalan baik secara formal

pen
e Def
1.

Laporan Kinerj
KPP Madya Du

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
maupun material yang mendukung pencapaian
erimaan pajak yang optimal.

inisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan
dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang
Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas
waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian
tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT
adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang
Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun
Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk
pembetulan SPT Tahunan PPh).

a 2024
a Jakarta Selatan ||
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4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan
status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation,
cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP
Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan
sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan
SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3
ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

a. atasSPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib
SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak
Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil
ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan
jumlah WP Waijib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan
Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur
Ekstensifikasi dan Penilaian.

e FormulalKU

disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT

(1,2 % jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat
X 100%
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023
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e Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 120,71% atau berjumlah
1.510 SPT yang disampaikan dari target 1.472 SPT.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase capaian 100,32% 99,81% 101,18% 120,71%
tingkat kepatuhan
penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang
Pribadi Strategis

Sumber: Aplikasi Mandor

Pengawasan kepatuhan WP Strategis telah dilakukan secara maksimal dengan
upaya-upaya yang gencar untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Hal

ini terbukti dengan keberhasilan KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il yang mencapat target.

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024
dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan

dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

a. Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2023 untuk

menyelesaikan kendala penerimaan SPT.

b. Menghimbau Wajib Pajak secara langsung untuk memenuhi kewajiban pelaporan

SPT Tahunannya melalui kunjungan lokasi (visit).
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C. Monitoring pelaporan SPT Tahunan secara rutin dan melakukan evaluasi pada
rapat pembinaan yang dilaksanakan paling sedikit sekali sebulan.
Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam pelaksanaan tugas, dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya
dengan melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang
memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan
dapat dilakukan dengan efisien.
Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada
periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Rencana aksi yang telah disusun di tahun 2024 antara lain:
a. Menyampaikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan
tepat waktu
b. Melakukan kunjungan ke lokasi alamat terdaftar atas Wajib Pajak yang tidak
merespon surat teguran/imbauan/tidak dapat dihubungi
c. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak dan/atau terlambat
menyampaikan SPT Tahunan
Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi Strategis dapat dicapai bukan tanpa kendala. Terdapat beberapa Wajib
Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan hingga batas waktu pelaporan SPT
Tahunan berakhir.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
a. Menyampaikan imbauan kepada WP untuk menyampaikan SPT Tahunan tepat
waktu
b. Menerbitkan Surat Teguran kepada WP yang tidak dan/atau terlambat

menyampaikan SPT Tahunan
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4. Rencana aksi tahun selanjutnya

o Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak akan kewajiban pelaporan 2025
SPT Tahunan meskipun tidak ada kegiatan usaha atau tidak
mendapatkan penghasilan

o Melakukan kegaitan Visit kepada Wajib Pajak

e Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
tingkat kemajuan penyampaian SPT

e Koordinasi seksi pelayanan dengan setiap seksi pengawasan untuk
memastikan kepatuhan pelaporan

e Pembentukan Satgas SPT Tahunan untuk meningkatkan efektivitas

kepatuhan pelaporan SPT

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Qi1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi | 28,5% | 44,62% | 44,62% | 63,21% | 63,21% | 101,41% | 101,41%
Capaian | 114,00% | 89,24% | 89,24% | 84,28% | 84,28% | 101,41% | 101,41%

e Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak

lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas

tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
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e Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi
Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah
diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur
Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan
Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak.

e Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
X 100%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM
e Realisasi IKU

Realisasi Capaian IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM)
(dalam juta Rupiah)
Q1 Q2 Q3 Q4
Target 298.663 579.326 895.989 1.194.652
Realisasi 335.100 533.108 755.170 1.211.486

Sumber: MPN Info
Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun
2024 sebesar Rp 1.211 miliar atau 100,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp 1.194 miliar. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terhadap penerimaan
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pajak total sebesar 7,85% dari total penerimaan Rp17,44 triliun. Realisasi PKM pada
tahun 2024 berhasil melampaui target yang diberikan, dan capaian penerimaan pajak
dari kegiatan PKM pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan triwulan IV 2023 sebesar Rp 0,93 triliun. Tercapainya target penerimaan pajak
dari kegiatan PKM sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 menggambarkan pemulihan
ekonomi dan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi
di Indonesia.
2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

VETOERL] Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase realisasi 101,41%
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material

(PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 berhasil

melampaui target sebesar 101,41%.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan
Realisasi IKU Tahun 2025

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Tahun Target Tahun Target Tahun | Realisasi

Nama IKU 2024 dalam 2024 dalam 2024 dalam
Renja DJP Renstra DJP Perjanjian

Kinerja

Persentase realisasi penerimaan | 100 100 100 101,41%
pajak dari kegiatan Pengujian

Kepatuhan Material (PKM)

Sumber: Aplikasi Mandor
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Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga
melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024

diantaranya:

a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

c. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Target Tahun 2024 Standar Nasional Realisasi Tahun

(APBN) 2024

Persentase realisasi 100% 100% 101,41%
penerimaan pajak
dari kegiatan
Pengujian
Kepatuhan Material
(PKM)

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
a. Pengawasan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian.
c. Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan.
e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 terdapat 28 SDM Fungsional Pemeriksa
Pajak. DJP melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan juga memberikan
rekomendasi penunjukan supervisor dan ketua tim dengan mempertimbangkan
kondisi dan kebutuhan masing-masing UP2. Sementara itu, jumlah Jurusita Pajak

Negara adalah 3 orang.
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Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Manusia di bidang pemeriksaan dan

penagihan untuk mencapai sasaran yang diharapkan dilakukan beberapa hal seperti

melakukan monitoring dan evaluasi jumlah SDM serta mengoptimalkan SDM yang ada

dengan:

a.

meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Account Representative, Fungsional
Pemeriksa Pajak (FPP), Fungsional Penilai Pajak, Jurusita Pajak Negara, dan
Penyidik;

melakukan penguatan peran supervisor, ketua tim, dan anggota tim dalam bekerja

secara tim (teamwork);

meningkatkan kapasitas FPP agar memiliki keterampilan-keterampilan khusus

seperti Transfer Pricing;

memastikan seluruh FPP menggunakan Sistem Informasi Daftar Usulan Penilaian

dan Penetapan Angka Kredit (SIDUPAK) untuk mengukur kinerja FPP;

Peningkatan kualitas, kuantitas, dan produktivitas Sumber Daya Manusia melalui
forum, diklat, monitoring, bimbingan teknis, IHT, kelas online, dan asistensi secara

berkala.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada

periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana aksi dalam

rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target seperti:

a.

Laporan Kinerja 2024
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Pembentukan Tim Komite Kepatuhan di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Selatan
Il yang bertugas menentukan strategi dan memantau seluruh proses kegiatan

pengawasan.

Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada,
khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit
dihubungi

Sinergi pengawasan dengan pihak eksternal

Monitoring dan evaluasi Wajib Pajak yang terdapat pada Daftar Prioritas

Pengawasan (DPP).
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e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala

Dalam pencapaian IKU, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:
a. Jumlah bahan baku pemeriksaan yang masih dapat dioptimalkan;
b. Terdapat SP2 yang terbit dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan sejak tanggal NP2;
C. Belum optimalnya tindakan penagihan atas piutang macet;

d. Profilling Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang masih belum optimal.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

a. Monitoring dan evaluasi Wajib Pajak yang terdapat pada Daftar Prioritas

Pengawasan (DPP).
b. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan DPP Tahun 2024.
C. Melakukan monitoring dan evaluasi

d. Melibatkan supervisor pemeriksa pajak dalam komite kepatuhan KPP untuk

peningkatan kualitas pemeriksaan.
e. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung penagihan.

f. Pemanfaatan akses Administrasi Hukum Umum (AHU) online-DJP untuk

memvalidasi susunan pengurus yang menjadi Penanggung Pajak.

g. Optimalisasi pelaksanaan asset tracing dalam rangka tindakan penagihan pajak.

Dalam rangka pencapaian IKU telah ditetapkan dan dilakukan beberapa
strategi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan,
diantaranya vyaitu:

a. meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR) nasional, yang dilakukan dengan:

1) melakukan optimalisasi pengusulan pemeriksaan berdasarkan Daftar Sasaran

Prioritas Pemeriksaan (DSPP);

2) melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan.

b. meningkatkan kualitas objek pemeriksaan yang tepat sasaran dengan:

1) melakukan manajemen pemeriksaan SPT Lebih Bayar Restitusi;
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2) memastikan usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP telah memenuhi empat
variabel yang sudah ditentukan (indikasi ketidakpatuhan, indikasi modus
ketidakpatuhan, nilai potensi pajak, dan tingkat ketertagihan).

c. meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan
pemeriksaan yang komprehensif dengan:

1) mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan
menerapkan fokus audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pemeriksaan serta menghasilkan surat ketetapan pajak yang berkualitas dan
dapat dipertanggungjawabkan;

2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan;

3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan
strategi pemeriksaan;

4) mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital dalam pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan.

d. melakukan optimalisasi tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tercantum

dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tahun 2024;

e. monitoring, evaluasi, dan asistensi kinerja penagihan, serta one-on-one meeting
tindak lanjut Wajib Pajak DSPC;
f. peningkatan dukungan kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka tindakan

penagihan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

e Mencari data data yang lebih valid dalam membuat SP2DK 2025

e Melakukan kegiatan Visit kepada Wajib Pajak untuk mengetahui
proses bisnis untuk dapat membuat SP2DK yang lebih valid

e Meningkatkan sinergi antara semua fungsi di KPP, secara khusus
fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan penagihan

e Menguatkan fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Laporan Kinerja 2024 .
KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ‘ dJ p



Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%
Realisasi | 33,45% | 77,99% | 77,99% | 81,69% | 81,69% | 88,80% | 88,80%
Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00

Sumber: Dokumen Nilai Kinerja Organisasi 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan
dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian
Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional,
tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi
perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non
pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan
semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk
menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan
pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli
dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
1. Tema | - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema lll - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Laporan Kinerja 2024

KPP Madya Dua Jakarta Selatan I

djp



56

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah

kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan
penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh
melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak
menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan
penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode
oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan
minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun
2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan
rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat
melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum
dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan
DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema lll,
komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT

temalll.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Ill adalah
sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi

yang disampaikan.
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2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh
tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;
Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan
Tahun 2024.
e Formula IKU
IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x
Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}
e Realisasi IKU
Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan tahun memaksimalkan pelaksanaan
kegiatan secara luring secara efektif dan efisien. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan
KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il selama tahun 2024 adalah sebanyak 60 kegiatan
penyuluhan yang terdiri dari 15 kegiatan Tema 111 45 kegiatan Tema Il . Melalui kegiatan
penyuluhan Tema Il tersebut KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il berhasil merubah
perilaku Wajib Pajak untuk bayar dan/atau lapor setelah dilakukan penyuluhan dengan
total perubahan 13 Wajib Pajak perubahan perilaku bayar dan 5 Wajib Pajak

perubahan perilaku bayar dan lapor.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase perubahan 80,40% 80,40% 84,00% 88,80%
perilaku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi

dan penyuluhan

Sumber: Aplikasi Mandor DJP
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Peningkatan realisasi pada tahun 2024 didukung dengan perencanaan yang lebih

baik, penentuan sasaran berbasis risiko, serta penerapan Manajemen Pelaksanaan

Kegiatan Edukasi Perpajakan (MPKP) oleh Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional

Asisten Penyuluh Pajak.

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024

dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan

dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a.

Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung
secara aktif One on One. Melalui penyuluhan One on One, sebanyak 5 Wajib Pajak
berubah perilaku dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT dan 13 Wajib Pajak

berubah perilaku dalam hal pembayaran pajak setelah dilakukan penyuluhan.

Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media
sosial contohnya Instagram live dan podcast (siniar) dalam upaya penyebarluasan

infomasi secara masif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan beberapa hal

sebagai berikut.

a.

b.

Pemanfataan media daring dan optimalisasi kegiatan penyuluhan tidak langsung
satu arah atau dua arah melalui media sosial dalam rangka penyebarluasan

informasi yang lebih luas.

Telah diimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SISULUH) yang
mengakomodasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional
Asisten Penyuluh Pajak dalam administrasi kegiatan dan kebutuhan dokumen
pengakuan Angka Kredit. Melalui SISULUH, seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan dapat dilaksanakan pada aplikasi tersebut. Pelaksanaan kegiatan
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penyuluhan menjadi lebih mudah karena seluruh proses bisnis dilakukan dalam

satu sistem terpadu.

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan

digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan

aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada

periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung one on one sesuai dengan Rencana

Kerja Penyuluhan.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk

mengatasi kendala

Disamping keberhasilan pencapaian, pelaksanaan edukasi Perpajakan tidak juga

terlepas dari Kendala yaitu jumlah Wajib Pajak yang ikut bergabung dalam pelaksanaan

penyuluhan yang dilaksanakan secara daring cenderung sedikit. Untuk mengatasi

kendala tersebut, tenaga penyuluh pajak berusaha menyajikan materi dengan cara

yang menarik sehingga harapannya semakin banyak Wajib Pajak yang terlibat aktif

dalam kegiatan penyuluhan.

Selain itu terdapat komitmen pembayaran atau pelaporan Wajib Pajak yang belum

terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan konfirmasi dan komunikasi tindak

lanjut dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan,

Penilaian, dan Penagihan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Menggunakan media sosial untuk penyuluhan, baik secara
langsung maupun interaktif, agar dapat menjangkau lebih banyak
orang dan mendorong perubahan perilaku lapor dan bayar pajak.

e Menyelenggarakan kelas pajak secara offline untuk memberikan
pengalaman langsung, meningkatkan pemahaman, dan

mendorong perubahan perilaku lapor dan bayar pajak.

2025
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e Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait dan/atau
Fungsional Pemeriksa untuk memperoleh insight tentang proses
bisnis Wajib Pajak dan potensi perpajakannya serta bantuan saat

kegiatan “one on one” dengan Wajib Pajak bila diperlukan.

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 ‘ Sm. 1 ‘ Q3 s.d. Q3 ‘ Q4 Yearly
Target 5% 10% 10% 15% 15% 85% 100%
Realisasi | 6,28% | 12,00% | 12,00% | 18,00% | 18,00% | 87,21% | 105,21%
Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 102,60 | 105,21

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan
dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian
Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional,
tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada
Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders
lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam
pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Ill diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit
kerja vertikal sebagai berikut.
1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan

yang diberikan oleh KPP.

terkait pemberian informasi atau edukasi

2) Survei efektivitas penyuluhan:

perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
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3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh
Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP
melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama
dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas
Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:
1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.
Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan
survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan
pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
e Formula IKU
Indeks Hasil Survei
e Realisasi IKU
Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 86,24 serta Indeks Efektivitas

Penyuluhan adalah 82,03 sehingga realisasinya 105,21%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024

dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan

dengan berdasarkan asas kesebandingan.
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3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) serta
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2025
Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target Tahun Target Tahun | Realisasi
Nama IKU 2024 dalam 2024 dalam 2024 dalam

Renja DJP Renstra DJP Perjanjian

Kinerja

Indeks kepuasan pelayanan dan | 100% 100% 100% 105,21%

efektivitas penyuluhan

Sumber: Dokumen Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
dibanding dengan target Renja dan Renstra 2024 menggambarkan tingkat kepuasan Wajib

Pajak akan pelayanan pajak yang diterima.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berikut merupakan extra effort yang telah dilaksanakan selam atahun 2024
a. Mengimbau Penyuluh untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyuluhan dan
menyampaikan barcode survei.
b. Pelaksanaan survey setiap selesai pemberian layanan edukasi baik penyuluhan
maupun helpdesk
e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat tercapai pada tahun
2024 dikarenakan pemberian layanan edukasi yang baik, informative, dan solutif
sehingga Wajib Pajak merasa puas.
e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi.

b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
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e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Program yang telah dilakukan antara lain pelaksanaan survei setiap selesai pemberian
layanan edukasi baik penyuluhan maupun helpdesk sesuai target triwulanan. Hal ini
sekaligus menjadi evaluasi untuk perbaikan pemberian layanan ke depannya
sepanjang tahun 2024.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Kendala yang dihadapi adalah hasil survei di luar kuasa Pegawai, selain itu Wajib Pajak
di KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il merupakan Wajib Pajak yang terdidik sehingga
standar kepuasannya tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, pegawai diarahkan
untuk semaksimal mungkin dalam pemberian layanan edukasi agar Wajib Pajak puas
serta membuat daftar Wajib Pajak lebih akurat.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi ‘ Periode

e Memvalidasi data Wajib Pajak, seperti nama, nomor telepon, 2025
dan email, untuk memastikan keakuratan daftar yang akan
diundang untuk mengisi survei.

e Meminta Wajib Pajak untuk mengisi survei setiap kali menerima
pelayanan atau penyuluhan, menggunakan barcode yang
tersedia.

e Pembentukan Satgas Coretax untuk merestorasi menurunnya
kepuasan Wajib Pajak atas layanan DJP sejak implementasi
Coretax.

e Kolaborasi dengan seluruh Seksi Pengawasan.
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SS Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R ‘ Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target | 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Realisasi | 120% | 120% | 120% |108,74% | 108,74% | 118,77% | 118,77%
Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00

Deskripsi Sasaran Strategis
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak
Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan
terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait
dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun
2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan
Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase
Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data
Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah
persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan.
Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas
terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas

pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi
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besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas
tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

c. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN,
dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

d. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak
Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun
berjalan untuk STP Tahunan;

e. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang
telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang
tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya
penyampaian SPT; dan

f.  nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat
DJP.

g. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I,
I, lll, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi
sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan |: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan ll: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

h. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar
Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai
target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif
STP selain Huruf c yang memenubhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf

b.

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan

atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
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b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi
Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang
Seharusnya Dilakukan Penelitian;

¢. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah
Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat
DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan
angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan
keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN
dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif
sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak
yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk
Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak
Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat
Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang
menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan
Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah

penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku

pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;
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Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian
(penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk

komponen Kuantitas Penelitian.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan
atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan
dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian
(LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan |, Il, dan lll adalah jumlah penelitian atas data pemicu
yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir
pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan |: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan ll: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus; dan

- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan
yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai
dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang
disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai
dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh
Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah
data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil

Penelitian (LHPt);
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g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK
tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil
Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun
berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal
Rp100.000,;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang
diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut
melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku
pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut
(penyebut # 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran
Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

a. 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

b. 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

c. 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut

(penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran

Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen

yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak,

maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP

Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka

mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.
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e Formula IKU

(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti x 40%) +
Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa Wajib = (Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 X 30%) +

Pajak Strategis
(Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%)

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti,

Persentase Daftar Nominatif _ (

) x 100%
STP yang Ditindaklanjuti

Persentase Penelitian

Kenaikan Angsuran PPh = (Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian x 60%)
Pasal 25
Kuantitas Penclit Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian 100%
tas - x
uantitas Fenclitian Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian o

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran
Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan,

Kualitas Penelitian = ( ) x 100%

Persentase Tindak Lanjut
Data Perpajakan Tahun = (Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian x 40%)
Berjalan

- ( Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan

100
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Dxterbitkan) x100%

Kuantitas Penelitian

(]umlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan

9
Target angka LHP2DK Tahun Berjalan ) x100%

Kualitas Penelitian =

e Realisasi IKU
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Realisasi IKU Pengawasan Pembayaran Masa tahun 2024 sebesar 118,77%

dengan target sebesar 90%, maka indeks capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 120,00. Realisasi IKU sebesar 118,77%

terdiri dari realisasi dafnom STP 120%, realisasi data perpajakan 120%, dan realisasi

dinamisasi PPh Ps25 115,91%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi

Tahun

2021

Persentase 100%
pengawasan
pembayaran masa

WP Strategis

Realisasi
LELUT
2022
105,42%

Realisasi
LELTT
2023
118,63%

Realisasi
LELUT
2024
118,77%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 s.d. 2024

Dalam empat tahun ini terdapat kenaikan pencapaian IKU di setiap tahun.

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan
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tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan

berdasarkan asas kesebandingan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) serta

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Target Target Realisasi
Nama IKU Tahun LELTT LELDTY
2024 2024 2024
dalam GEET)] dalam
Renja Renstra Perjanjian

DJP DJP Kinerja

Persentase pengawasan 90% 90% 90% 118,77%
pembayaran masa WP

Strategis

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP
Strategis menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa
hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir

Desember 2024 diantaranya:

a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

c. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja

pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung

pencapaian kinerja antara lain:
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a. Menindaklanjuti semua dafnom STP yang tercantum dalam Approweb, serta
segera mengirimkan kepada Wajib Pajak atas STP yang telah di tanda tangan
kepada Wajib Pajak.

b. Menindaklanjuti Data pemicu tahun berjalan dengan melakukan penelitian atas
data pemicu tersebut dan membuat SP2DK serta mengirimkan kepada Wajib Pajak.

c. Account Representative akan lebih meningkatkan lagi penjagaan atas STP yang
telah diterbitkan, untuk segera mengingatkan Wajib Pajak segera menyetorkan STP
sebelum 1 bulan.

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan digitalisasi atas

proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi

yang
mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas

pekerjaan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode

Rencana Aksi

e Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan 2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP

Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 ‘ Q3 ‘ s.d. Q3 ‘ Q4 Yearly
Target | 10% 40% 40% 75% 75% 100% 100%
Realisasi| N/A | 85,33% | 85,33% | 70,79% | 70,79% | 120,00% | 120,00%
Capaian | N/A | 120,00 | 120,00 | 94,39 | 94,39 | 120,00 | 120,00
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e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas,
dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Waijib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan
sukarela.
e Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah
satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti
dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.
Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas
Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib
Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)
Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil
Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut
atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt
Wajib Pajak Strategis.
Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka
mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
B. Komponen Tindak Lanjut (60%)
Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian
penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka
mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak
Strategis.
Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis
adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari
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penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak
sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas
Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data
konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret
yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK
Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK
Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak
2019 sampai dengan 2022.
Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target
angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
HPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.
Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih
lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

e FormulalKU

Persentase penyelesaian

permintaan penjelasan atas _ (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
data dan/atau keterangan -

Wajib Pajak Strategis

120%

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024

Capaian Penelitian (Maks. x 100%

120%)
Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis

imal 120%

Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis

Capaian Tindak Lanjut x 100%

(Maks. 120%) I )
Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis

Maksimal 120%

e Realisasi IKU
Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV
tahun 2024 untuk IKU P4DK adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Penelitian
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Dari target sebanyak 555 LHPt didapatkan bobot LHPt sebesar 723,4 yang
memenuhi kriteria pengakuan kinerja, sehingga persentase untuk capaian
komponen penelitian di Triwulan IV adalah sebesar 120%.
2. Komponen Tindak Lanjut

Dari target sebanyak 481 LHP2DK, telah diterbitkan LHP2DK atas DPP 2024 dengan
nilai pembobotan yang dapat diakui sebagai realisasi sebesar 556,20 (bobot 50%);
LHP2DK dari SP2DK Outstanding dengan nilai pembobotan yang dapat diakui
sebagai realisasi sebesar 140,80 (bobot 20%) sehingga persentase untuk capaian
komponen tindak lanjut di triwulan 1V adalah sebesar 120,00%.

Sehingga capaian IKU kualitas PADK WP Strategis s.d. Triwulan IV 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

VETQERL] Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase penyelesaian 120% 120% 120% 120%
permintaan penjelasan
atas data dan/atau

keterangan WP Strategis

Sumber: Aplikasi Mandor

Capaian IKU P4DK di tahun 2021 s.d. 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung
mengingat desain dan formula IKU yang tidak sama. Hal ini dikarenakan terdapat
perbaikan desain dan formula IKU agar dapat mendorong pelaksanaan pengawasan
berbasis DPP sehingga diharapkan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih fokus,

yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penelitian oleh AR.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
1) Evaluasi secara berkala atas kinerja IKU P4DK yang disertai dengan rekomendasi

langkah-langkah pengamanan dan percepatan pencapaian target.
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2) Memanfaatkan Liaison Officer (LO) Kanwil DJP untuk sarana komunikasi dengan
kantor pusat.
e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi antara lain melakukan digitalisasi atas
proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang
mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas
pekerjaan.
e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
antara lain:
1) Melakukan konseling kepada wajib pajak, serta meminta kepada wajib pajak untuk
segera melakukan klarifikasi atas data dalam SP2DK
2) Segera mengirimkan SP2DK yang telah di cetak serta menghubungi wajib pajak
untuk segera menindaklanjuti data yang tercantum dalam SP2DK
3) AR akan terus melakukan komunikasi intensif agar Wajib Pajak dapat segera

menyelesaikan SP2DK

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

e Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan 2025
target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material
(P4DK) sampai dengan akhir tahun.

e Meningkatkan kolaborasi dengan tim kanwil (penyidik kanwil)
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Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 ‘ Q3 s.d. Q3 ‘ Q4 Yearly
Target | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi | 106,13% | 117,99% | 117,99% | 117,29% | 117,29% | 119,88% | 119,88%
Capaian | 106,13% | 117,99% | 117,99% | 117,29% | 117,29% | 119,88% | 119,88%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas,
dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajlb Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan
sukarela.
e Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen
yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing
komponen sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah
Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP
yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan
pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun
pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran

yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan
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pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak
diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat
melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan |, I, Il dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan
melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode
triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan Il: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan lll: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan 1V: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar
Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai
target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui
sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. lJika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A,
sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase
Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan
adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga
Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
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memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di
approweb pada tahun 2024;

tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH
tahun 2024;

tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak
dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan

yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data

Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;

tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau
pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak,
AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi
dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah
mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi

dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh

kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30

September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen

Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.
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e Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2

Pemanfaatan Data STP :

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti
Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

x 100%

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti

1009
Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan x %

e Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. tanggal 31 Desember 2024, realisasi s.d. triwulan IV

tahun 2024 untuk IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120%

dengan rincian sebagai berikut:

a. Komponen Pemanfaatan Data STP
Dari 1.747 dafnom STP dan 1.758 target STP dicapai realisasi total sebesar 2.621
dengan nominal STP senilai Rp 585.567.874.110, sehingga persentase untuk
capaian komponen pemanfaatan data STP adalah sebesar 120%.

b. Komponen Pemanfaatan Data Matching
Dari target 1.022 data pemicu dan 801 target data matching (80% data pemicu)
didapatkan reaisasi 962 yang ditindaklanjuti Wajib Pajak, sehingga persentase

untuk capaian komponen pemanfaatan data matching adalah 120%

Sehingga capaian IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan adalah sebesar 120%.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase pemanfaatan - - 120% 120%
data selain tahun

berjalan

Sumber: Aplikasi Mandor
Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2023 dan 2024
tidak dapat dibandingkan secara langsung mengingat desain dan formula IKU yang tidak
sama. Hal ini dikarenakan terdapat perbaikan desain dan formula IKU agar dapat
mendorong pelaksanaan pengawasan sehingga diharapkan pengawasan Wajib Pajak
dilakukan dengan lebih fokus, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penelitian

oleh AR.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain:

a. Menindaklanjuti semua data pemicu tahun berjalan, serta melakukan klarifikasi
kepada Wajib Pajak atas data pemicu tersebut untuk dilakukan penyetoran atas
pajak yang masih harus dilakukan penyetoran serta melakukan pembetulan SPT

b. Segera mengirimkan SP2DK yang telah dicetak serta menghubungi wajib pajak
untuk segera menindaklanjuti data yang tercantum dalam SP2DK

c. AR berkomitmen untuk menyelesaikan IKU sesuai target 120%

d. Diusulkan dalam DPP atas wajib pajak yang memiliki data-data selain tahun
berjalan agar dapat dilakukan pengawasan wajib pajak

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik 2025
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Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 101,76% | 101,76% | 109,56% | 109,56%
Capaian | 120,00 120,00 120,00 | 101,76% | 101,76% | 109,56% | 109,56%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas,
dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Waijlb Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan
sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka
memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap
target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot
30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang
disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan
Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:
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1) laporan pelaksanaan tugas triwulan | memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan | tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana

aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2) laporan pelaksanaan tugas triwulan Il memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan Il tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana

aksi triwulan | tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3) laporan pelaksanaan tugas triwulan Il memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan Il tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana

aksi triwulan Il tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana
aksi triwulan Ill tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu.
Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan
Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan
dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor
Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.
Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti

yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan

Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan

adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.
Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

(bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak

yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud
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dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-
05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui
relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial
Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan
memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal
P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada
pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi

pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan
adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa
sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari
pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal
P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)
Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia
pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan
Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku
pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

e FormulalKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase
penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
= Nilai Potensi yang diusulkan

1009
Target Pemenuhan Bahan Bakux "
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Realisasi IKU

Terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1)

2)

3)

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot
30%). Pada triwulan IV 2024, didapatkan poin 4,80 sehingga realisasinya sebesar
120%.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Rapor kinerja unit per fungsi adalah Pengawasan 84,81%, Pemeriksaan 94,10%,
dan Penagihan 98,16% sehingga didapat realisasi 92,36% dari target 80,00%.
Sehingga capaian untuk komponen 2 adalah 115,45%

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
(bobot 30%)

Dari target 55,00% didapatkan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaian untuk
komponen 3 adalah 120,00%.

Sehingga capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat

waktu s.d. Triwulan IV 2024 adalah 118,18%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan

IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak terdapat realisasi sebelum tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
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e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Meskipun target tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, antara
lain sulit meminta masukan dari Seksi Pengawasan. Langkah-langkah yang telah
diambil untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melaksanakan rapat rutin untuk

menampung masukan dari setiap seksi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

e Melakukan koordinasi dengan Seksi-seksi pengampu penerimaan 2025
(DPP) untuk perhitungan PKM dan kendalanya

e Membuat laporan pelaksanaan Komite Kepatuhan tingkat KPP dan
melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan/atau Kantor
Pusat terkait kendala yang dibuat dalam laporan

e Mengadakan rapat komite kepatuhan secara rutin.

e Penguatan Komite Kepatuhan

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R ‘ Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 Q3 s.d. Q3 ‘ Q4 Yearly
Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realisasi | 72,00% | 115,02% | 115,02% | 117,39% | 117,39% | 120,00% | 120,00%
Capaian | 72,00 | 115,02 | 115,02 | 117,39 | 117,39 | 120,00 | 120,00

e Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya

hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,
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memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan
WP.
e Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai
SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui
dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian
pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan
dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian
penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi
DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun
berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai
restitusi (Target 70%, Bobot 5%)
Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang
mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas
Pemeriksaan.
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan
penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.
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e Formula IKU
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen
Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

e Realisasi IKU
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 sebesar
120%. Target pada akhir tahun 2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU ini menjadi
120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi

2021 2022 2023 Tahun 2024
ingkat efektivitas 90,46% 97,40% 97,42% 120,00%

pemeriksaan dan penilaian

Sumber: Laporan NKO Tahun 2021-2024

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan
tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan
berdasarkan asas kesebandingan.

Tercapainya IKU ini dengan nilai maksimal didukung dengan dilakukannya beberapa
kegiatan seperti memaksimalkan peran anggota komite dalam rangka menyusun bahan
baku pemeriksaan sehingga mendapat success rate yang tinggi serta mengadakan rapat
pembahasan serta rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. Kegiatan-kegiatan
tersebut dilakukan untuk memonitor kinerja pemeriksaan, prioritas pengusulan
pemeriksaan, Manajemen Penanganan Pemeriksaan Rutin atas SPT LB dan selain SPT LB,
Optimalisasi SDM dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas
Pemeriksaan. Selain itu, faktor yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Daftar Sasaran
Prioritas Penilaian (DSPPn) yang berkualitas serta terdapat permintaan penilaian dari fungsi

lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan.
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3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja efektivitas
pemeriksaan pada tahun 2024, antara lain:
1) Melaksanakan administrasi pemeriksaan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur
oleh Direktorat Jenderal Pajak
2) Melaksanakan administrasi pemeriksaan sesuai dengan petunjuk teknis strategi
pengamanan pemeriksaan tahun 2024
3) Meningkatkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai tugas dan
kewenangannya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku

pemeriksaan

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja efektivitas penilaian
adalah menyediakan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dalam rangka

penggalian potensi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada
periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada periode sebelumnya, terdapat beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan menerapkan
fokus audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan serta
menghasilkan  Surat Ketetapan Pajak yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan

- Melakukan manajemen pemeriksaan SPT Lebih Bayar Restitusi agar terdapat

ruang terbit bagi pemeriksaan khusus

Rencana aksi tersebut sudah dengan baik dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga

IKU ini dapat berhasil tercapai.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Kendala atas IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebagai berikut:
1) Masih terdapat DSPPn outstanding yang belum diselesaikan karena

kelengkapan/ketersediaan data dan kendala jumlah SDM
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2) Hasil penilaian belum seluruhnya dapat terealisasi menjadi penerimaan pajak
karena kurang optimalnya konseling kepada wajib pajak terkait hasil penilaian.

3) Tidak tercapainya variabel Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan
dengan data potensi DSPP diduga karena: 1) Penentuan nilai potensi pada DSPP
tidak didasarkan pada data potensi yang presisi dan 2) kualitas pelaksanaan
pemeriksaan yang tidak optimal.

4) Tidak tercapainya variabel Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP
Terbit tahun berjalan diduga karena: 1) kualitas pelaksanaan pemeriksaan yang
tidak optimal dan 2) pola perilaku alamiah Wajib Pajak yang cenderung tidak
menyetujui penetapan SKP oleh Petugas Pajak meskipun dalam beberapa kasus
Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan dan membayar SKP dimaksud. Hal ini
dilakukan dengan dalih untuk menghindarkan dari mirroring yang dilakukan oleh

AR.

Langkah-langkah yang telah diupayakan dalam menghadapi kendala tersebut antara

lain:

1) Memastikan SDM yang tersedia mampu menyelesaikan kegiatan yang outstanding
sesuai jangka waktu
2) Memastikan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyediakan bahan baku

pemeriksaan yang berkualitas

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Penguatan Komite Kepatuhan KPP 2025
e Penyusunan rencana objek pemeriksaan berdasarkan tema
strategi sektor unggulan pencapaian penerimaan

e Menyusun DSPPn yang berkualitas
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Internal Process Perspective

SS Penegakan Hukum yang Efektif

Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 ‘ Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target | 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%
Realisasi | 20,86% | 72,57% | 72,57% | 83,88% | 83,88% | 120,00% | 120,00%
Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00

Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya
hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,
memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan
WP.
Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
menjual barang yang telah disita.
IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan
tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak
dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3
(tiga) variabel, yaitu:
1. Variabel tindakan penagihan (50%);
Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

a. Penerbitan Surat Teguran;

b. Pemberitahuan Surat Paksa;

c. Pemblokiran;

d. Penyitaan; dan
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e. Penjualan Barang Sitaan.
Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib
ditindaklanjuti.
Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:
Variabel Tindakan =  (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran)
Penagihan + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) +
(Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) +
(Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) +
(Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi
Penjualan Barang Sitaan)
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-
kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang
dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan
pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM
Penagihan.
Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan
penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.
Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib
Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.
Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di
setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).
Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:
Variabel Tindak Realisasi tindak lanjut DSPC

= x 100%
Lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)
Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan
penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.
Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang
berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan

Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.
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Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota
Dinas Direktur Penegakan Hukum.
Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Realisasi pencairan DSPC

= x 100%
Pencairan DSPC Target pencairan DSPC

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan
dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap

variabel pembobotan sebagai berikut:

No. Variabel IKU % Bobot IKU
1 Variabel tindakan penagihan 50%
2 Variabel tindak lanjut DSPC 20%
3 Variabel pencairan DSPC 30%

e Formula IKU
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) x (30% x
Variabel Pencairan DSPC)

e Realisasi IKU
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 sebesar 120%. Target
pada akhir tahun 2024 adalah 75%, sehingga capaian IKU ini menjadi 120% (nilai

maksimum).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun| Realisasi
2021 2022 2023 Tahun 2024
ingkat efektivitas 113,46% 117,43 99,48% 120,00%
penagihan

Sumber: Laporan NKO Tahun 2021-2024
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Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan
tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan
berdasarkan asas kesebandingan.

Tercapainya realisasi ini dapat terjadi karena selama tahun 2024 seluruh rangkaian
tindakan penagihan pajak sudah dilaksanakan secara maksimal dalam rangka pencairan
piutang pajak. Keberhasilan pencapaian target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan
merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Jurusita Pajak dan seluruh

SDM di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
IKU ini berhasil tercapai atas upaya yang dilakukan oleh Jurusita bersama dengan SDM
di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dengan cara melaksanakan seluruh
rangkaian tindakan penagihan pajak secara maksimal dalam rangka pencairan piutang
pajak.
e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada
periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Pada periode sebelumnya terdapat kendala, yaitu profiling wajib pajak/penanggung
pajak masih harus lebih dioptimalkan sehingga tindakan penagihan dapat lebih
maksimal. Berdasarkan Kendala tersebut, telah disusun rencana aksi sebagai berikut:
- Optimalisasi pelaksanaan asset tracing dengan memanfaatkan unit intelijen
internal Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mencari keberadaan baik Wajib
Pajak, Penanggung Pajak, maupun harta kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan pajak
- Peningkatan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka
penagihan
- Optimalisasi tindak lanjut tindakan penagihan atas piutang macet
Rencana aksi tersebut sudah dengan baik dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga IKU

ini dapat berhasil tercapai.
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e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Kendala yang dihadapi adalah masih tingginya piutang pajak yang perlu dilakukan
tindakan penagihan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang telah diambil adalah
berkoordinasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak agar memastikan wajib pajak

membayar SKP sesuai dengan nominal yang telah disetujui.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya
Optimalisasi pelaksanaan asset tracing dengan memanfaatkan 2025
unit intelijen internal Direktorat Jenderal Pajak

e Peningkatan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal
dalam rangka penagihan

e Optimalisasi tindak lanjut tindakan penagihan atas piutang macet

Internal Process Perspective

SS Penegakan Hukum yang Efektif

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 ‘ Q3 ‘ s.d. Q3 ‘ Q4 Yearly
Target | 25% 50% 50% 75% 75% 100% | 100%
Realisasi | 0% 0% 0% 0% 0% | 120,00% | 120,00%
Capaian | 0% 0% 0% 0% 0% | 120,00% | 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya
hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif,
memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan

WP.

Laporan Kinerja 2024
KPP Madya Dua Jakarta Selatan I

djp



95

e Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis
melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan
pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau
pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi
dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas
usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi
minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah
kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar
dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.
Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi
Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.
Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu)
usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

e Formula IKU

Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor

Wilayah
X 100%

Target Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor
Wilayah
e Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun
2024 sebesar 120%. Target pada akhir tahun 2024 adalah 100%, sehingga capaian IKU
ini menjadi 120%.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi

2021 2022 2023 Tahun 2024

Persentase Penyampaian 120,00%
Usul Pemeriksaan Bukti

Permulaan

Sumber: Laporan NKO Tahun 2021-2024
Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai nilai
maksimum pada tahun 2024. Namun, IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan
IKU ini dapat tercapai karena telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi bersama Kanwil

DJP Jakarta Selatan Il yang diharapkan juga akan terus dilakukan nantinya.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi ‘ Periode
e Melakukan optimalisasi Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 2025
Wajib Pajak yang terindikasi terdapat tindakan pidana perpajakan
e Melaksanakan kegiatan kolaborasi bersama Kanwil DJP Jakarta

Selatan I
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Internal Process Perspective

SS Data dan Informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R ‘ Q1 ‘ Q2 ‘ Sm. 1 Q3 ‘ s.d. Q3 Q4 Yearly
Target | 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
Realisasi | 18,79% | 87,50% | 87,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50%

Capaian | 120 120 120 120 120 101,5 101,5

e Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung

pengambilan keputusan.

e Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data

potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan

Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun

definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen

yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data

dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat

digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas

Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan

memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan pengamatan dan ditugaskan

untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.
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Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau

kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi
Wajib Pajak penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak keberadaan
atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak dan penunjukan Wajib Pajak
sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi
Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak,
pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau
penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru,
penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui
keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri
keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib
Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek
pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib
Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya
memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset
Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas
sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kinerja 2024 .
KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ‘ dJ p



99

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur

Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur

menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Faktor

Waktu Penyelesaian Jangka Wi

Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan
sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang 11
diterbitkan oleh Kepala KPP

Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3
bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang 0.9
diterbitkan oleh Kepala KPP

Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan
sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang 0.7
diterbitkan oleh Kepala KPP

2. Produksi Alat Keterangan

1) Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau
informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau
diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal,
dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data
oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi
perpajakan.

2) Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui
aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang
diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP
maupun yang belum memiliki NPWP.

3) Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang
memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten)
sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti
dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan

pengamanan penerimaan pajak.
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4) Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai
dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas
Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya
(sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas
sejenis);

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal /
profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012
dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran
kelengkapannya.

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis
transaksi pada alket.

5) Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

a. lJika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor
1,2; dan

b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

6) Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang
telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang
direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh
pegawai KPP tersebut

7) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut

dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e Formula IKU

1. Persentasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
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Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka

waktu X 100%

Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
Skor Jumlah Produksi Alket

Jumlah Target Produksi X 100%
Alket
Realisasi Maksimal 120%

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan

Pengamatan + Produksi Alat Keterangan) X 100%

2
e Realisasi IKU
IKU persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
terdiri dari 2 komponen yaitu:
a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan
Dari 4 target Laporan Pengamatan, realisasi 3 laporan dengan realisasi 83%.
b. Produksi alat keterangan
Dari 370 target Laporan Keterangan, realisasi terpenuhi dengan bobot
maksimal, sehingga realisasinya 120%.
Sehingga capaian IKU persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat

Keterangan triwulan IV 2024 adalah 101,5%.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Persentase penyelesaian - - - 101,5%
Laporan Pengamatan
dan Produksi Alat

Keterangan

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi 2024

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak terdapat realisasi sebelum tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya extra effort yang telah dilakukan:

a. Melakukan penelitian terhadap data laporan keuangan yang dimiliki oleh wajib
pajak yaitu terutama kepada para pemegang saham yang memberikan hutang
ada indikasi pemegang saham seharusnya mendapatkan penghasilan bunga,
dimana atas penghasilan bunga tersebut dapat menjadi produksi alat keterangan
kepada KPP tempat pemegang saham tersebut terdaftar

b. Memaksimalkan pembuatan alket dengan lebih memperhatikan Wajib Pajak
yang memiliki lawan transaksi dan berpotensi menyumbang penerimaan.

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan melakukan digitalisasi
atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang
mendukung otomasi dan membentuk basis data. Di Pada pertengahan tahun 2024,
proses produksi Alat Keterangan dilakukan di Aplikasi Alket SE-12.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Kendala yang dihadapi adalah tidak semua seksi berpartisipasi dalam penyusunan
laporan pengamatan sehingga capaian IKU tidak maksimal. Dari target 4 laporan

pengamatan, realisasi 3 laporan. Untuk mengatasi kendala tersebut, ke depannya
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seluruh Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menyusun
minimal 1 laporan.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Periode

Rencana Aksi

e Setiap seksi pengawasan dan seksi pemeriksaan, penilaian, dan 2025

penagihan harus menyusun minimal 1 Laporan Pengamatan.

Internal Process Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 ‘ Sm. 1 ‘ Q3 s.d. Q3 ‘ Q4 Yearly
Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Realisasi | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |117,50% | 117,50%
Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |117,50% | 117,50%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian
Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang
lingkungan yang mendukung

proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan

pertumbuhan berkelanjutan.

e Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3
Aspek, yaitu:
1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan
sosial kultural pejabat struktural dan

kompetensi manajerial dan

pengembangannya;
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Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-
masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari
kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola
unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai
dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat
disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM
yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa
kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10
(sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan
pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan
dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team,
magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui
praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau
aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan
mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh,
seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau
pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan

(IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan

pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Laporan Kinerja 2024 .
KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ‘ dJ p



105

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan
pemenuhan  kompetensi teknis  pelaksana dan  fungsional serta
pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-
masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari
kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.
Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran
kompetensi teknis sebagai berikut:
a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit
pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum
pada Tahun 2024
Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat
fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut
dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:
a. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
b. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan
pengembangan.
Target di akhir tahun adalah 90%
Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional
dianggap 100% dalam hal:
- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis
pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis
pada tahun 2024 lulus
3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan

pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
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Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan
kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1
tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi
lain yang telah ditentukan.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan
secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal
dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan
kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural
yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing
session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan
IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan
dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video
conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian
keuangan.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan
yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan
media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center.
Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee
berasal dari berbagai unit eselon 1) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat
Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM
Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang
dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan

sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah
pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh
BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai
Kementerian Keuangan.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh

pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh
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BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam

Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun
daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit
yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT
yang setara dengan 20 poin JP.

3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung
dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan
kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang
merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.

5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran,
yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam
pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan

materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui

maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun
adalah 24 poin JP
Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan
ketentuan sebagai berikut:
1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan | & Il = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan Ill = Bobot 1 poin

3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui
program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan
perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi,
bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK

No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian
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Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa
nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang
optimal.

e FormulalKU

Formula Komponen

Kualitas Kompetensi (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Formula Komponen

Pelaksanaan Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Kegiatan Kebintalan |Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
SDM

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

e Realisasi IKU
Dari target 100%, realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan

kebintalan SDM adalah 117,50% dengan capaian 117,5.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya
IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan

IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak terdapat realisasi sebelum tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain melakukan kegiatan untuk
menunjang perkembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching dengan
atasan langsung, belajar mandiri melalui e-learning, pembelajaran jarak jauh,
pelaksanaan kegiatan IHT, kegiatan workshop, sosialisasi maupun webinar yang
diikuti oleh seluruh pegawai untuk memenuhi Jampel Tatap Muka.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Melakukan monitoring penyelesaian e-learning pegawai 2025
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Internal Process Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target N/A N/A N/A 85 85 85 85

Realisasi N/A N/A N/A 100 100 95,03 95,03

Capaian N/A N/A N/A 117,65 | 117,65 | 111,80 111,80

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian

Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang

proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung

pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat

capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden

eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1) Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei
kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima
layanan perpajakan;

2) Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei
kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang
dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

3) Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan

Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai

dilakukan pemeriksaan pajak;
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4) Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan
Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan
pajak;

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang

menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei
disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur
lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

e Formula IKU
((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25%

x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) — factor koreksi
e Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 sebesar 95,03%. Target

pada akhir tahun 2024 adalah 85%, sehingga capaian IKU ini menjadi 111,80%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi
2021 2022 2023 Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas 93,70% 91,28% 95,03% 95,03%
Unit

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021-2024
Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan
tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan
berdasarkan asas kesebandingan
3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Jika dihubungkan dengan Laporan Pemantauan dan Risiko, kondisi per 31 Desember

2024, tidak terdapat pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang
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yang dilakukan petugas pajak di KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il. Hal ini dapat terlihat
juga pada laporan pemantauan kinerja dan risiko. Upaya maksimal yang telah
dilakukan adalah dengan mengirimkan daftar responden longlist Survei Penilaian
Integritas (SPI) tepat waktu.
Upaya-upaya lainnya yang dilakukan dalam mencapai target IKU ini, antara lain:
menjaga komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk selalu berintegritas serta
mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan melaksanakan ICV dan IHT secara berkala.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun sehingga
menghasilkan kinerja yang optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk
mengatasi kendala
Kendala yang dihadapi adalah sulit menentukan wajib pajak mana saja yang dapat
dimasukkan ke dalam longlist, karena wajib pajak seringkali sulit dihubungi atau
memberikan alamat email yang salah. Selain itu, terdapat juga kendala wajib pajak
tidak menerima email survei.
Langkah yang telah dilakukan adalah memastikan data wajib pajak benar serta

menjaga komunikasi yang baik dengan wajib pajak.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Memvalidasi data Wajib Pajak, seperti nama, nomor telepon, dan 2025
email, untuk memastikan keakuratan daftar yang akan diundang

untuk mengisi survei
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Internal Process Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 23 47 47 70 70 0 a0
Realisasi 29,36 57,58 57,58 84,71 84,71 98,50 98,50
Capaian | 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 | 109,44 109,44

e Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

e Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang

Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur

bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber

daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transparan.

Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja,

struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan

sistem informasi manajemen kinerja.

Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni

manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk

mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja

Laporan Kinerja 2024

KPP Madya Dua Jakarta Selatan I

djp



113

pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,
penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai
selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen

sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan
kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk
memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan
kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya
diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang
adil dan objektif.
Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan
sebagai berikut:
d. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
e. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan
disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas
pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah
berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan
oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme
yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas
pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks
Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan
disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.
Keterangan:
Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak

merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.
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Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap

pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya

sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima

guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi,

yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran

organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai

tambah organisasi.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat

waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah
bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat
poin 0,5.

Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang
terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah
DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan
Manajemen Risiko triwulanan) * (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat
waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah
bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Direktorat/UPT) ** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat

poin 0,5 setiap triwulan.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan

(Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
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Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan
pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-
105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar
100%.
e Formula IKU
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks
Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
e Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 sebesar 98,50%. Target
pada akhir tahun 2024 adalah 90%, sehingga capaian IKU ini menjadi 109,44%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sebagai administrator risiko, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal telah
mengindentifikasi risiko dan melakukan rencana mitigasi risiko melalui Dokumen
Mitigasi Risiko; dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal senantiasa
mengkoordinasikan kepada bidang-bidang lainnya untuk melaksanakan kegiatan
mitigasi risiko yang telah disepakati bersama. Subbagian Umum dan Kepatuhan
Internal selaku administrator Koordinator Kinerja Organisasi juga telah melaksanakan
Imbauan Kinerja dan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan sehingga
memperoleh nilai maksimal.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini, antara lain: melaksanakan
rapat DKO dan MR secara rutin dan tepat waktu; membuat permintaan data-data
kelengkapan DKO lebih awal; serta mengadministrasikan DKO dan Manajemen Risiko

yang baik.
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4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Melaksanakan manajemen risiko yang efektif, baik risiko 2025

organisasi terkait penerimaan maupun non penerimaan

Internal Process Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 100 100 100 120 120 120 120
Capaian 100 100 100 120 120 120 120

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan
keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas,
organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan
yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan
keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

e Definisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan
anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap
memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam
ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
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b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan
persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan
Keuangan nomor ND-777/S).1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian
Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar
Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan
efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP
menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada
satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

e FormulalKU

[Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Triwulanl, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks Kriteria

100 < X < 120 100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100 Realisasi IKPA = 95

80 <X < 100 80 + (Realisasi IKPA — 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80 Realisasi IKPA = 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 — Target IKPA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
=(98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA — Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target — indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks Kriteria

100 < X < 120 100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100 Realisasi NKA = 91

80 < X < 100 80 + (Realisasi NKA — 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80 Realisasi NKA = 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 — Target NKA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
=(95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA — Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target — indeks capaian 80)
=(91-80) / (100-80)
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e Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 120. Penghitungan
IKU ini berpedoman pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) dimana terdiri dari 50% nilai
SMART dan 50% nilai IKPA.
Untuk nilai IKKPA Tahun 2025 sebesar: 99,95. Sampai dengan Triwulan IV 2024
Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sebesar 99,91% dan Nilai Kinerja
Anggaran pada SMARTDJA 100% sehingga total nilai realisasi menjadi sebesar 99,95%

dengan nilai konversi capaian berada pada rentang >95% (target) sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Indeks kinerja kualitas 97,52% 91,22% 95,45 120,00

pelaksanaan anggaran

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2021 s.d. 2024
Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan
tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan

berdasarkan asas kesebandingan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan target dan
Realisasi IKU Tahun 2025

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Tahun Target Tahun Target Tahun | Realisasi

Nama IKU 2024 dalam 2024 dalam 2024 dalam
Renja DJP Renstra DJP Perjanjian

Kinerja

Indeks kinerja kualitas 100 100 100 120

pelaksanaan anggaran
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4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk

mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi:

a. Rencana Penarikan Dana dalam Halaman Il DIPA yang belum sesuai dengan
realisasi penyerapan dana setiap bulannya

b. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan target yang
telah ditetapkan secara nasional

c. Masih terdapat gap dalam penyerapan anggaran per bulan dengan rencana

penarikan dana yang telah disusun dalam halaman Ill DIPA
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Kassubag Umum dan Kepatuhan
Internal selaku PPSPM, Pejabat Pembuat Komitmen, tim Pengadaan dan Seluruh
Kepala Seksi terkait.

b. Melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya
o Melakukan koordinasi dengan semua seksi dalam setiap kegiatan 2025
yang akan dilakukan serta membuat timeline yang jelas dan tepat
sehingga dapat dipersiapkan ketersediaan anggaran yang ada dan

disesuaikan dengan rencana penarikan dana tiap bulannya.

B. Realisasi Anggaran
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 adalah Rp16,598,319,795 atau mencapai

94.90% dari pagu anggaran. Realisasi penyerapan anggaran per jenis belanja untuk belanja
barang sebesar Rp15,676,774,795 (94.99%) dan belanja pegawai sebesar Rp921,545,000
(93.54%).
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Bab IV
Penutup

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il Tahun 2024 adalah laporan
atas hasil kinerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il selama satu tahun anggaran yang berisi
berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis DJP dan
perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU). LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il sekaligus juga merupakan laporan
pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak
menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024.
Penyusunan LAKIN bepedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja

dan Balanced Scorecard atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Secara umum capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan
pencapaian kinerja yang baik sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis DJP selama
tahun 2024. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan

dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024
sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagian besar tercapai
dengan baik. Dari 19 IKU Kemenkeu-Three, sebanyak 18 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus
kuning. Capaian kinerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024 yaitu mencapai sebesar

107,69.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan
pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dalam bentuk pertanggungjawaban

terhadap kinerja organisasi, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il telah melakukan berbagai upaya
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dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja, namun selalu ada faktor-faktor

penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam menghadapi tantangan tahun 2025, KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il akan
selalu berupaya untuk mengamankan penerimaan perpajakan. Kendala dan permasalahan
yang ada dalam pencapaian kinerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il tahun 2024 akan menjadi
fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Segala upaya koordinasi dan peningkatan kerja
sama dengan berbagai instansi di lingkungan internal dan eksternal DJP akan dilakukan
dengan lebih intensif. KPP Madya Dua Jakarta Selatan Il berkomitmen untuk senantiasa

berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
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LAMPIRAN
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PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-15/WPJ.30/2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA

JAKARTA SELATAN II
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JAKARTA SELATAN II

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

1
Penerimaan negara dari
saktor pajak yang optimal

T~

2 3
Kepatuhan tahun berjalan Kepatuhan tahun
sebelumnya yang tinggi

_ —-—____,_‘-——'_'-) _‘)ﬂﬂ'ﬂ tinggi = -.

dan Pei Pembayaran Masa T Pengujian Kepatuhan Material Penegakan Hukum

5 7
Pengawasan J I Penegakan hukum yang
pembayaran efekif

masa yang afektif

1
Data dan Informas|
yang berkualitas
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] 10
elolaan Organisas| dan Pengelolaan Keuangan
SDM yang adaptil yang akuntabel




No.

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA

SELATAN II

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA

SELATANII

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

SEEEVE
Program/Kegiatan
Penerimaan negara dari
sektor  pajak  yang

optimal

Indikator Kinerja

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Kepatuhan tahun
berjalan yang tinggi

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

02b-CP
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Persentase  capaian  tingkat kepatuhan

Kepatuhan tahun
sebelumnya yang tinggi

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Edukasi dan pelayanan
yang efektif

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas

Penyuluhan

Pengawasan

pembayaran masa yang
efektif

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP
Strategis

Pengujian = kepatuhan

material yang efektif

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan WP Strategis

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu

Penegakan hukum yang
efektif

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan




Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Data dan informasi yang | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan
berkualitas produksi Alat Keterangan

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan
Kegiatan Kebintalan SDM

Pengelolaan Organisasi

dan SDM yang adaptif 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja
dan manajemen risiko

P lol ki
engelotaan - KEUAngaN | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
yang akuntabel

Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara 860.004.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 234.732.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum 625.272.000

B. Program Dukungan Manajemen 16.628.845.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 15.643.624.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM 985.221.000

Total 17.488.849.000

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Selatan 11,

Neilmaldrin Noor Muhammad Faiz




RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA

SELATANII
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
SELATAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

SS dan IKU

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak 22%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM)

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan
bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan

Indeks  Kepuasan Pelayanan dan
Efektivitas Penyuluhan




SS dan IKU

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran
masa WP Strategis

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase  penyelesaian  permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan
WP Strategis

Persentase pemanfaatan data selain tahun
berjalan

Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan
penilaian

Tingkat efektivitas penagihan

Persentase penyampaian
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan

Pengamatan  dan  produksi  Alat
Keterangan

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat  Kualitas Kompetensi  dan
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

100

Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks efektivitas implementasi
manajemen kinerja dan manajemen risiko




SS dan IKU

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan

anggaran

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Jakarta Selatan II,

Muhammad Faiz




Persentase perubahan
perilaku lapor dan
bayar atas kegiatan
edukasi dan
penyuluhan

INISIATIF STRATEGIS

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN II

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Inisiatif

Strategis
Melaksanakan
kegiatan
penyuluhan
yang ditujukan
kepada DSPT
secara one on
one dan/atau
one to many
baik secara
luring dan/atau
daring

KEMENTERIAN KEUANGAN

Output/

Outcome
Meningkatnya
kepatuhan

perpajakan Wajib

Pajak yang masuk
DSPT melalui
perubahan perilaku

TAHUN 2024

Trajectory

Kegiatan

Kelas Pajak, Seminar,
Bimbingan Teknis
dengan muatan materi
Pelaporan SPT Masa,
SPT Tahunan, SPOP
PBB 5L, Pembayaran
seluruh jenis pajak, dan
pembayaran pajak atas
SPT Pembetulan.
Koordinasi dengan
Kepala Seksi Pelayanan
untuk dukungan
kegiatan edukasi dan
tindak lanjut DSPT
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Edukasi dan
Penyuluhan

Dokumentasi dan
daftar hadir peserta
serta Laporan
Kegiatan yang
diinput pada
SISULUH
Dokumentasi
Kegiatan

Laporan Kegiatan
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Edukasi dan
Penyuluhan

Periode
Pelaksanaan
Januari s.d.
Desember

Penanggung
Jawab
Seksi

Pelayanan




Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung Biaya
Strategis Outcome Kegiatan Output Pelaksanaan Jawab (Rp)

Kelas Pajak, Seminar, . Dokumentasi dan
Bimbingan Teknis daftar hadir peserta
dengan muatan materi serta Laporan
Pelaporan SPT Masa, Kegiatan yang

SPT Tahunan, SPOP diinput pada

PBB 5L, Pembayaran SISULUH

seluruh jenis pajak, dan . Dokumentasi
pembayaran pajak atas Kegiatan

SPT Pembetulan. . Laporan Kegiatan
Koordinasi dengan Monitoring dan
Kepala Seksi Pelayanan Evaluasi Kegiatan
untuk dukungan Edukasi dan
kegiatan edukasi dan Penyuluhan

tindak lanjut DSPT
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Edukasi dan
Penyuluhan




Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung Biaya
Strategis Outcome Kegiatan Output Pelaksanaan Jawab (Rp)

Kelas Pajak, Seminar, . Dokumentasi dan
Bimbingan Teknis daftar hadir peserta
dengan muatan materi serta Laporan
Pelaporan SPT Masa, Kegiatan yang

SPT Tahunan, SPOP diinput pada

PBB 5L, Pembayaran SISULUH

seluruh jenis pajak, dan . Dokumentasi
pembayaran pajak atas Kegiatan

SPT Pembetulan. . Laporan Kegiatan
Koordinasi dengan Monitoring dan
Kepala Seksi Pelayanan Evaluasi Kegiatan
untuk dukungan Edukasi dan
kegiatan edukasi dan Penyuluhan

tindak lanjut DSPT
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Edukasi dan
Penyuluhan




Inisiatif
Strategis

Output/
Outcome

Trajectory

Kegiatan

Kelas Pajak, Seminar,
Bimbingan Teknis
dengan muatan materi
Pelaporan SPT Masa,
SPT Tahunan, SPOP
PBB 5L, Pembayaran
seluruh jenis pajak, dan
pembayaran pajak atas
SPT Pembetulan.
Koordinasi dengan
Kepala Seksi Pelayanan
untuk dukungan
kegiatan edukasi dan
tindak lanjut DSPT
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Edukasi dan
Penyuluhan

Output

Dokumentasi dan
daftar hadir peserta
serta Laporan
Kegiatan yang
diinput pada
SISULUH
Dokumentasi
Kegiatan

Laporan Kegiatan
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Edukasi dan
Penyuluhan

Periode
Pelaksanaan

Penanggung
Jawab

Biaya
(Rp)

Indeks Kepuasan
Pelayanan dan
Efektivitas
Penyuluhan

Melaksanakan
survei kepuasan
pelayanan dan
efektivitas

penyuluhan

Terukurnya tingkat
kepuasan Wajib
Pajak dalam
pemberian
pelayanan dan

Melaksanakan Survei
Kepuasan Pelayanan
kepada Wajib Pajak
yang telah menerima
pelayanan di loket TPT

Hasil survei
kepuasan pelayanan
Hasil survei

efektivitas
penyuluhan

Januari s.d.
September
2024

Seksi
Pelayanan




Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung Biaya
Strategis Outcome Kegiatan Pelaksanaan

efektivitas . Melaksanakan Survei
penyuluhan Efektivitas Penyuluhan
kepada Wajib Pajak
yang telah menerima
penyuluhan langsung
secara aktif dan
penyuluhan langsung
secara pasif (helpdesk)

Melaksanakan Survei . Hasil survei
Kepuasan Pelayanan kepuasan pelayanan
kepada Wajib Pajak . Hasil survei

yang telah menerima efektivitas

pelayanan di loket TPT penyuluhan

Melaksanakan Survei
Efektivitas Penyuluhan
kepada Wajib Pajak
yang telah menerima
penyuluhan langsung
secara aktif dan
penyuluhan langsung
secara pasif (helpdesk)




Inisiatif
Strategis

Output/
Outcome

Trajectory

Kegiatan

Melaksanakan Survei
Kepuasan Pelayanan
kepada Wajib Pajak
yang telah menerima
pelayanan di loket TPT
Melaksanakan Survei
Efektivitas Penyuluhan
kepada Wajib Pajak
yang telah menerima
penyuluhan langsung
secara aktif dan
penyuluhan langsung
secara pasif (helpdesk)

Output

Hasil survei
kepuasan pelayanan
Hasil survei
efektivitas
penyuluhan

Periode
Pelaksanaan

Penanggung
Jawab

Biaya
(Rp)

Persentase
pengawasan
pembayaran masa WP
Strategis

Meningkatkan
efektifitas
kegiatan
pengawasan
pembayaran
masa

Kepatuhan
pembayaran
masa Wajib
Pajak meningkat

Tercapainya
target
penerimaan
pajak

Melakukan identifikasi
wajib pajak prioritas
penentu penerimaan
dan sektor unggulan
Melakukan monitoring
penerbitan STP, Tindak
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan, dan
kepatuhan pembayaran

Daftar Sasaran
Prioritas Penggalian
Potensi

Data Capaian IKU
PPM per Seksi dan
per Account
Representative.

Januari -
Desember
2024

Seksi
Pengawasan
I-VI




Inisiatif
Strategis

Output/
Outcome

Trajectory
Kegiatan

Melakukan monitoring
penerbitan STP, Tindak
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan, dan

kepatuhan pembayaran

Output

Data Capaian IKU
PPM per Seksi dan
per Account
Representative.

Melakukan monitoring
penerbitan STP, Tindak
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan, dan

kepatuhan pembayaran

Q3:

1. Data Capaian IKU
PPM per Seksi dan
per Account
Representative.

Melakukan monitoring
penerbitan STP, Tindak
Lanjut Data Perpajakan
Tahun Berjalan, dan

kepatuhan pembayaran

Data Capaian IKU
PPM per Seksi dan
per Account
Representative.

Periode
Pelaksanaan

Penanggung
Jawab

Biaya
(Rp)

Persentase
penyelesaian
permintaan
penjelasan atas data
dan/atau keterangan
WP Strategis

Meningkatkan
produktifitas
penerbitan
LHPt, SP2DK,
dan LHP2DK
yang
berkualitas

1. Kepatuhan Wajib
Pajak Meningkat

2. Meningkatkan
realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan
PKM

Melakukan identifikasi
wajib pajak prioritas
untuk dilakukan
penggalian potensi dan
Memetakan tingkat
resiko wajib pajak

Daftar Prioritas
Pengawasan
Semester I yang
berkualitas

Data monitoring
tindak lanjut DPP

Januari -
Desember
2024

Seksi
Pengawasan
I-VI




Inisiatif
Strategis

Output/
Outcome

Trajectory

Kegiatan
berdasarkan data
approweb (CRM dan BI)
Monitoring dan
Evaluasi atas kinerja
penerbitan LHP2DK
dari capaian Daftar
Prioritas Pengawasan
(DPP) dan SP2DK
Outstanding.

dan SP2DK
Outstanding per
seksi dan per
Account
Representative

Monitoring dan
Evaluasi atas kinerja
penerbitan LHP2DK
dari capaian Daftar
Prioritas Pengawasan

Meningkatkan

kompetensi AR melalui
Bimbingan Teknis atau
IHT (hardskill dan
softskill)

Melaksanakan
monitoring dan evaluasi
one on one atas tindak
lanjut DPP dan SP2DK
Outstanding

Data monitoring
tindak lanjut DPP
dan SP2DK
Outstanding per
seksi dan per
Account
Representative
Notula Bimbingan
Teknis atau IHT
Nota Dinas
Monitoring dan
Evaluasi One on
One

Periode
Pelaksanaan

Penanggung

Biaya




Inisiatif
Strategis

Output/
Outcome

Trajectory
Output

Kegiatan

Melakukan validasi

untuk menjaga kualitas

DPP Rekomendasi
Semester II yang akan

ditetapkan sebagai DPP

Kolaboratif.

Meningkatkan kegiatan

mirroring hasil

pemeriksaan, keberatan

dan banding
Monitoring dan
Evaluasi atas kinerja
penerbitan LHP2DK
dari capaian Daftar
Prioritas Pengawasan

Q3:

1. Daftar Prioritas
Pengawasan
Semester II yang
berkualitas
SP2DK Hasil
Mirroring
Data monitoring
tindak lanjut DPP
dan SP2DK
Outstanding per
seksi dan per
Account
Representative

Monitoring dan
Evaluasi atas kinerja
penerbitan LHP2DK
dari capaian Daftar
Prioritas Pengawasan

Data monitoring
tindak lanjut DPP
dan SP2DK
Outstanding per
seksi dan per
Account
Representative

Periode
Pelaksanaan

Penanggung
Jawab

Biaya
(Rp)




Tingkat efektivitas
pemeriksaan dan
penyelesaian
penilaian

Inisiatif

Strategis
Meningkatkan
kualitas
pemeriksaan
dan efektivitas
penyelesaian
penilaian

Output/
Outcome

Tersedianya
bahan baku
pemeriksaan
yang berkualitas
Rasio SKP

disetujui tinggi
Jumlah dan
kualitas Laporan
Hasil Penilaian

meningkat

Trajectory
Kegiatan

Q1 s.d. Q4:

1. Menyusun DSPP
berbasis Compliance
Risk Management
(CRM)

Melaksanakan In-House
Training bagi para
Pemeriksa Pajak dan
Juru Sita

Melaksanakan
pemeriksaan tematik
terhadap
sektor/transaksi yang
memiliki indikasi
ketidakpatuhan
Menyusun daftar dan
melakukan
pemanggilan Wajib
Pajak/Penanggung
Pajak yang setuju hasil
pemeriksaan dan belum

melunasi utang

pajaknya

1. DSPP Kolaboratif

Tahap I

Notula In House
Training bagi
para Pemeriksa
Pajak

Laporan hasil
pemeriksaan
tematik terhadap
sektor/transaksi
tertentu

Berita Acara
Penyelesaian
Piutang Wajib
Pajak/Penanggu
ng Pajak.

Periode
Pelaksanaan
Januari -
Desember
2024

Penanggung

Pemeriksaan,
Penilaian,
dan
Penagihan




Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung Biaya
Strategis Outcome Kegiatan Pelaksanaan
IHT aspek penilaian 5. Daftar Sasaran

dalam perpajakan dan Prioritas

Pembuatan Daftar Penilaian
Sasaran Prioritas (DSPPn) dari
Penilaian (DSPPn) DSP4
Rekomendasi
Semester [ dan
DSPPn dari
Permintaan
bantuan
Penilaian.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Jakarta Selatan II,

Muhammad Faiz
NIP 197001161995031001




SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA Muhammad Faiz NAMA Neilmaldrin Noor
NIP 197001161995031001 NIP 196907041995031001
PANGKAT/ Pembina Tk.I/IVb PANGKAT/ Pembina Utama Madya/IVd
GOL RUANG GOL RUANG
JABATAN Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya | JABATAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Dua Jakarta Selatan II Jenderal Pajak Jakarta Selatan II
UNIT KERJA Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Jakarta Selatan II Pajak Jakarta Selatan II
NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(1) (2) (3) (4) (5)
A. UTAMA
1. | Penerimaan negara dari sektor | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan

pajak yang optimal
(Penugasan dari Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Selatan II)

Indeks realisasi pertumbuhan 100 Penerima Layanan
penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas

2. | Kepatuhan tahun berjalan Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
yang tinggi dari kegiatan Pengawasan
(Penugasan dari Kepala Kantor | Pembayaran Masa (PPM)




Wilayah Direktorat Jenderal Persentase capaian tingkat kepatuhan 100% Penerima Layanan
Pajak Jakarta Selatan II) penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
yang tinggi dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
(Penugasan dari Kepala Kantor | Material (PKM)
Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Selatan II)
Edukasi, pelayanan, dan Persentase perubahan perilaku lapor 74% Proses Bisnis
kehumasan yang efektif dan bayar atas kegiatan edukasi dan
(Penugasan dari Kepala Kantor | penyuluhan
Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Selatan 1II) Indeks Kepuasan Pelayanan dan 100% Proses Bisnis
Efektivitas Penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa | Persentase Pengawasan Pembayaran 90% Proses Bisnis
yang efektif Masa WP Strategis
(Penugasan dari Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Selatan II)
Pengujian kepatuhan material | Persentase penyelesaian permintaan 100% Proses Bisnis
yang efektif penjelasan atas data dan/atau
(Penugasan dari Kepala Kantor | keterangan WP Strategis
Wilayah Direktorat Jenderal
Persentase pemanfaatan data selain 100% Proses Bisnis

Pajak Jakarta Selatan II)

tahun berjalan




Efektivitas Pengelolaan Komite 100% Proses Bisnis
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat
waktu

Penegakan hukum yang efektif | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 100% Proses Bisnis

(Penugasan dari Kepala Kantor | Penilaian

Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Jakarta Selatan 1) Tingkat Efektivitas Penagihan 75% Proses Bisnis
Persentase penyampaian usul 100% Proses Bisnis
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Data dan informasi yang Persentase penyelesaian Laporan 100% Proses Bisnis

berkualitas Pengamatan dan Produksi Alat

(Penugasan dari Kepala Kantor | Keterangan

Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Jakarta Selatan II)

Pengelolaan Organisasi dan Tingkat Kualitas Kompetensi dan 100 Penguatan Internal

SDM yang adaptif Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan atau Anggaran

(Penugasan dari Kepala Kantor | SDM

Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Jakarta Selatan 1) Indeks Penilaian Integritas Unit 85 Penguatan Internal

atau Anggaran

Indeks efektivitas implementasi 90 Penguatan Internal

manajemen kinerja dan manajemen
risiko

atau Anggaran




10.

Pengelolaan keuangan yang
akuntabel

(Penugasan dari Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Selatan II)

anggaran

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan

100 Penguatan Internal

atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1

Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat
diandalkan

- Melakukan perbaikan tiada henti

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa
membeda-bedakan, bertindak berdasarkan
kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Akuntabel

- Melaksanakan  tugas dengan  jujur,
bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan
berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efisien.

- Tidak  menyalahgunakan
jabatan

kewenangan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam
berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik
institusi dan negara.




PERILAKU KERJA

3 | Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan
- Melaksanakan tugas dengan kualitas | tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang
terbaik dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan
terus-menerus melakukan upaya pengembangan
kompetensi diri.
4 | Harmonis
-Menghargai setiap orang apapun latar | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
belakangnya
-Suka menolong orang lain Bersikap positif & kooperatif dalam membangun
-Membangun lingkungan kerja yang | kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
kondusif berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.
5 | Loyal
-Memegang teguh  ideologi Pancasila, | Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  serta
pemerintahan yang sah
-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,
Instansi, dan Negara
-Menjaga rahasia jabatan dan negara

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam
berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik
institusi dan negara.




PERILAKU KERJA

6 | Adaptif
-Cepat menyesuaikan diri menghadapi | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
perubahan
-Terus berinovasi dan mengembangkan | Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima
kreativitas masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,
-Bertindak proaktif serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan

memanfaatkan informasi terkini.
7 | Kolaboratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi

-Terbuka dalam bekerja sama untuk
menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai

sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun
kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Muhammad Faiz
197001161995031001

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Neilmaldrin Noor
196907041995031001




LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.

119 pegawai

2.

Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1.

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Target
Q1 Q2 Smt.1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
1 | Persentase realisasi penerimaan pajak 22% | 50% 50% 75% 75% | 100% | 100%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
2 | pajak bruto dan deviasi proyeksi 100 100 100 100 100 100 100

perencanaan kas

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
3 | kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 22% | 50% 50% 75% 75% 100% | 100%
(PPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
4 | penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 60% | 80% 80% 90% 90% | 100% | 100%
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
S | kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 25% | 50% 50% 75% 75% | 100% | 100%
(PKM)




Persentase perubahan perilaku lapor dan

6 | bayar atas kegiatan edukasi dan 10% | 40% 40% 60% 60% 74% | 74%
penyuluhan
Indeks K Pel d

7 | oses meprasan reayanan dan 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% | 100%
Efektivitas Penyuluhan

8 \P;;sgzgizziZengawasan Pembayaran Masa | o450, | 900, | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Persentase penyelesaian permintaan

9 | penjelasan atas data dan/atau keterangan | 10% | 40% 40% 75% 75% | 100% | 100%
WP Strategis
Persentase pemanfaatan data selain tahun

10 | berjalan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Efektivi P lol Komi

1 | Mextivitas Pengelolaan Romite 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Tingkat Efektivitas P ik d

12 P:;gﬂ:ilan crtivitas remeriisaan dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

13 | Tingkat Efektivitas Penagihan 15% | 30% 30% 45% 45% 75% | 75%

4 | Persentase penyampaian usul 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Persentase penyelesaian Laporan

15 | Pengamatan dan Produksi Alat 20% | 50% 50% | 80% 80% | 100% | 100%

Keterangan




Tingkat Kualitas Kompetensi dan
16 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 100 100 100 100 100 100 100
17 | Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 85
18 Indek§ efektlviltasilmplementa‘m N 03 47 47 70 70 920 90
manajemen kinerja dan manajemen risiko
19 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100 100 100 100 100 100 100
anggaran
KONSEKUENSI
1. | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.

31 Januari 2024
Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,

Muhammad Faiz Neilmaldrin Noor
197001161995031001 196810071993102001
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